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ABSTRAK 

 

Wabah pandemi coronavirus disease (Covid-19) berdampak pada seluruh 

sektor di dunia tak terkecuali di Indonesia. Pemerintah sudah membuat kebijakan 

dan menghimbau untuk work from home yang membuat seluruh aktivitas pekerjaan 

dikerjakan di rumah dengan memanfaatkan teknologi sekaligus upaya untuk 

memutus rantai penyebaran Covid-19. Terdapat perununan tingkat pasien covid-19 

di China. Hal tersebut didukung oleh WHO yang menyatakan bahwa China telah 

mengeluarkan Vaksinasi Covid-19. Vaksin ini bertujuan untuk menjadi penyembuh 

dari Pasien Covid-19 dan dapat menghentikan penyebaran virus corona. Vaksin 

covid-19 ini telah melalui banyaknya penelitian dan telah diuji selama kurang lebih 

18 bulan. Pengujian klinis dari Vaksin Covid-19 di China ini diawasi dan 

didampingi oleh WHO. WHO sangat mengharapkan dengan adanya Vaksin Covid-

19 dapat menurunkan tingkat penyebaran serta tingkat kematian dari Pasien Covid-

19. Penelitian ini bersifat normative yang mengkaji Peraturan Menteri Keehatan 

mengenai Kegiatan Vaksinasi dan mengenai Pandemi Covid-19.  

Kata Kunci : Hukum Modern, Pandemi Coronavirus Disease, Era Digital. 

  

ABSTRACT 

The pandemic coronavirus disease (Covid-19) has an impact on all sectors 

in the world, including Indonesia. The government has made policies and appealed 

to work from home which makes all work activities done at home by utilizing 

technology as well as efforts to break the chain of the spread of Covid-19. However, 

there has been a decline in the rate of Covid-19 patients in China. This is supported 

by WHO states that China has issued a Covid-19 vaccine. This vaccine aims to be a 

healer of Covid-19 patients and can stop the spread of the corona virus. This Covid-

19 vaccine has gone through a lof of research and has been tested of approximately 

18 months. Clinical testing of this Covid-19 Vaccine in China is supervised and 

assisted by WHO. WHO really hopes for a Covid-19 vaccine can reduce the rate of 

spread and the death rate of Covid-19 patients. This research is normative in nature 

which examines the Regulation of the Minister of Health regarding Vaccination 

Activities and regarding the Covid-19 Pandemic. 

Keywords : Modern Law; Pandemic Coronavirus Disease; Digital Era. 



xii 

RINGKASAN  

 

Wabah Corona Virus Diseae 2019 atau diebut sebagai Covid-19 yang 

melanda dunia pada akhir tahun 2019 menimbulkan kedaruratan di berbagai negara, 

salah satunya adalah Indonesia. Melalui Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020, 

Indonesia telah mengumumkan status kedaruratan Kesehatan. Berbagai upaya 

dilakukan dalam rangka mengatasi dampak pandemic Covid-19. Salah satunya 

adalah upaya vaksinasi.  

Kesehatan merupakan hak dasar yang membawa konsekuensi bahwa setiap 

manusia berhak atas Kesehatan dan negara berkewajiban memenuhi hak itu, tentu 

bukan sesuatu yang tanpa dasar. Upaya pemenuhan hak yang dapat dilakukan oleh 

Pemerintah, yaitu dengan cara upaya penyembuhan dan pencegahan (termasuk 

didalamnya memiliki korelasi dengan kewajiban bagi Pemerintah untuk melindungi, 

menghargai dan memenuhi). Upaya pencegahan yang merupakan bagian dari 

perlindungan dapat menciptakan bagian dari perlindungan dapat meliputi 

menciptakan lingkungan yang sehat seperti yang dilakukan yaitu penyemprotan 

disinfektan di lingkungan sekitar. Upaya menghargai dilakukan dengan cara tidak 

mengucilkan masyarakat yang terdampak Covid-19. Upaya penyembuhan dapat 

dilakukan dengan cara penyediaan dan pelayanan Kesehatan yang Kesehatan yang 

optimal. Upaya-upaya yang dilakukan oleh Pemerintah tersebut bertujuan agar 

masyatakat Indonesia tidak terlalu cemas dan panik dalam menghadapi pandemi 

Covid-19 ini. 

Presiden Joko Widodo melalui Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 

tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 

(Covid-19) telah menetapkan bahwa Indonesia dalam status Kedaruratan Kesehatan. 

Pada perkembangan penanganan Covid-19 di berbagai dunia, terdapat sejumlah 

penelitian dalam rangka pembuatan vaksin maupun obat untuk mengatasi Covid-19. 

Dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2021 

tentang Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona 

Virus Disease 2019 (Covid-19) ini menetapkan bahwa masyarakat diwajibkan 

melaksanakan Vaksinasi covid-19. Dan berdasarkan Pasal 14 Undang-Undang 

Nomor 4 Tahun 1984 menjelaskan “Barang siapa dengan sengaja menghalangi 

pelaksanaan penanggulangan wabah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, 

diancam dengan pidana penjara selama-lamanya 1 (satu) tahun dan denda setinggi-

tingginya Rp. 1.000.000 (Satu Juta Rupiah).  
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BAB I  

PENDAHULUAN  

 

 

1.1. Latar Belakang Masalah  

  Pada awal 2020, dunia dikejutkan dengan mewabahnya pneumonia baru yang 

bermula dari Wuhan, yang kemudian menyebar dengan cepat lebih dari 190 negara 

dan teritori. Wabah ini diberi nama Coronavirus Disease 2019 atau biasa disebut 

dengan Covid-19 yang disebabkan oleh Virus Severe Acute Respiratory Syndrome 

Coronavirus-2 (SARS-CoV-2) dan bagi yang terserang oleh Virus tersebut akan 

terjangkit penyakit Covid. Penyebaran penyakit ini telah memberikan dampak luas 

secara sosial dan ekonomi. Masih banyak kontroversi seputar penyakit ini, termasuk 

dalam aspek penegakkan diagnosis, tata laksana, hingga pencegahan.   

  Seperti yang telah diketahui oleh masyarakat, Virus Corona ini ditemukan di 

China. Namun, terdapat perununan tingkat pasien covid-19 di China. Hal tersebut 

didukung oleh WHO yang menyatakan bahwa China telah mengeluarkan Vaksinasi 

Covid-19. Vaksin ini bertujuan untuk menjadi penyembuh dari Pasien Covid-19 dan 

dapat menghentikan penyebaran virus corona. Vaksin covid-19 ini telah melalui 

banyaknya penelitian dan telah diuji selama kurang lebih 18 bulan. Pengujian klinis 

dari Vaksin Covid-19 di China ini diawasi dan didampingi oleh WHO. WHO sangat 

mengharapkan dengan adanya Vaksin Covid-19 dapat menurunkan tingkat 

penyebaran serta tingkat kematian dari Pasien Covid-19. 

  Pandemic Covid-19 menimbulkan status kedaruratan di Indonesia. Melalui 

Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020, Indonesia telah mengumumkan status 

kedaruratan Kesehatan. Berbagai upaya dilakukan dalam rangka mengatasi dampak 

pandemic Covid-19. Salah satunya adalah upaya vaksinasi. Pada awalnya, kegiatan 

vaksinasi ini tergantung pada hak setiap orang, dapat menjadi suatu kewajiban 

mengingat situasi kedaruratan di Indonesia selama pandemic. Hal ini karena 

seseorang yang tidak divaksin berpotensi untuk menularkan bahkan membunuh 

orang lain(Putri 2020).  

  Dengan adanya wabah Covid-19, kondisi negara Indonesia dapat dikatakan 

mengkhawatirkan. Seluruh sector dunia lumpuh akibat adanya wabah Covid-19 

yang terjadi secara mendadak dan tidak hanya berakibat pada stabilitas sector 

ekonomi, sosial, budaya, pendidikan, Kesehatan, industry, tetapi juga pada seluruh 

sector termasuk pada kebijakan hukum seperti halnya di Indonesia. Dengan 

mempertimbangkan kondisi Pandemi, Pemerintah saat itu menghimbau kepada 

seluruh masyarakat Indonesia untuk Work From Home (WFH) dengan tujuan untuk 

mengurangi resiko penyebaran Virus Corona.  
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  Kesehatan merupakan hak dasar yang membawa konsekuensi bahwa setiap 

manusia berhak atas Kesehatan dan negara berkewajiban memenuhi hak itu, tentu 

bukan sesuatu yang tanpa dasar. Upaya pemenuhan hak yang dapat dilakukan oleh 

Pemerintah, yaitu dengan cara upaya penyembuhan dan pencegahan (termasuk 

didalamnya memiliki korelasi dengan kewajiban bagi Pemerintah untuk melindungi, 

menghargai dan memenuhi). Upaya pencegahan yang merupakan bagian dari 

perlindungan dapat menciptakan bagian dari perlindungan dapat meliputi 

menciptakan lingkungan yang sehat seperti yang dilakukan yaitu penyemprotan 

disinfektan di lingkungan sekitar. Upaya menghargai dilakukan dengan cara tidak 

mengucilkan masyarakat yang terdampak Covid-19. Upaya penyembuhan dapat 

dilakukan dengan cara penyediaan dan pelayanan Kesehatan yang Kesehatan yang 

optimal. Upayaupaya yang dilakukan oleh Pemerintah tersebut bertujuan agar 

masyatakat Indonesia tidak terlalu cemas dan panik dalam menghadapi pandemi 

Covid-19 ini.  

  Adapun beberapa kajian terdahulu oleh Joharudin et al. (2020) yang 

membahas fenomena panic syndrome dikalangan masyarakat akibat dari 

mewabahnya virus Covid-19, Nur Rohim Yunus et al. (2020) membahas mengenai 

kebijakan pemberlakukan lockdown sebagai antipasti penyebaran virus corona, serta 

penelitian yang dilakukan oleh Pakpahan (2020) yang membahas dampak dari virus 

Covid-19 terhadap usaha mikro, kecil dan menengah. Walaupun sudah cukup 

banyak artikel mengenai Covid-19 tapi masih belum ada yang melihat secara detail 

akan perencanaan pemerintah dalam empat strategi seperti strategi promotive, 

preventif, kuratif dan jejerang media sosial dalam rangka menanggulangi persebaran 

virus Covid-19(Erland and Eka 2020).  

  Hal ini menjadi bahan pertimbangan Pemerintah yang pada akhirnya telah 

mengeluarkan kebijakan yang mengacu pada Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945 atau UUD 1945 yaitu Surat Edaran Gubernur 2020 

tentang Resiko Penularan Infeksi Corona Virus yang menjelaskan bahwa salah satu 

cara untuk memutus tali penyebaran Virus Corona ini yaitu dengan Menjaga Jarak 

serta Mencuci Tangan dan Menggunakan Masker. Selain itu adanya Surat Edaran 

Kementerian Republik Indonesia 2020 tentang Penetapan Darurat Kesehatan Global 

yang menjelaskan bahwa Indonesia telah menetapkan Status Darurat Kesehatan 

yaitu dengan Pemberlakuan Karantina yang didukung dengan disahkannya 

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 yang juga 

membahas mengenai Penetapan Status Darurat Kesehatan di Indonesia. Pada 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan 

Penanganan Corona Virus dalam Lingkungan Pemerintahan Daerah yang 

menjeaskan mengenai ketentuan yang bertujuan untuk memutus tali penyebaran 
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virus serta Penanganan Corona Virus yang diperkuat oleh Keputusan Presiden 

Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan 

Penanggulangan Corona Virus. Berdasarkan Kebijakan tersebut maka disahkannya 

Kebijakan yang dibuat oleh Menteri Kesehatan yaitu Peraturan Menteri Kesehatan 

Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka 

Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).  

  Meningkatnya kasus Virus Covid-19 di Dunia sangatlah pesat dan 

permasalahan tersebut juga dirasakan di Indonesia yang meningkatnya Pasien 

Covid-19 hingga Jumlah Kematian yang ada. Di Indonesia telah tercatat terdapat 

lebih dari 37.420 orang yang terinfeksi, dan terdapat lebih dari 2.091 orang yang 

meninggal dunia. Namun, terdapat lebih dari 13,776 orang yang dinyatakan sembuh 

dari virus Covid-19 dan sangat diharapkan akan terus meningkat. Kekacauan ini 

terjadi di Indonesia dikarenakan masyarakat yang masih lalai atas kebijakan 

Pemerintah untuk menjaga jarak maupun menggunakan masker.  

  Dalam memerangi Corona Virus ini serta dengan tujuan untuk mencegah 

penyebaran Virus ini, Pemerintah Negara Republik Indonesia memutuskan untuk 

mengeluarkan kebijakan ataupun kebijakan yang diharapkan dapat mencegah 

penyebaran Corona Virus di Indonesia. Salah satunya diterbitkanya Peraturan 

Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar atau 

disebut dengan PSBB. Peraturan yang telah diterbitkan ini tentunya setelah melewati 

banyaknya pertimbangan dari Pemerintah dan menyesuaikan iii dengan keadaan 

sosial masyarakat di Indonesia. Kebijakan ini tentunya juga telah diberlakukan di 

Seluruh Negara di dunia.  

  Kebijakan yang serupa yang telah diterbitkan oleh negara lain memiliki 

perbedaan di setiap negara nya. Hal tersebut dikarenakan adanya perbedaan dalam 

keadaan sosial masyaerakat dari setiap negara. Terdapat beberapa negara yang 

memberikan kebijakan lockdown penuh atau yang memang melarang 

masyarakatnya untuk keluar rumah. Dengan demikian, pemerintah negara tersebut 

memiliki kewajiban penuh untuk memenuhi kebutuhan dari masyarakat. Hal 

tersebut lumrah terjadi pada negara dengan jumlah penduduk yang cukup tinggi. 

Pemerintah dari negara tersebut menerbitkan kebijakan tersebut dengan tujuan untuk 

mencegah penyebaran virus Corona.  

  Namun adanya beberapa permasalahan jika kebijakan tersebut diterapkan di 

Indonesia. Dalam permasalahan diatas telah terjadi di India yang merupakan negara 

berkembang di Asia Selatan. Dengan demikian maka Pemerintah India diwajibkan 

untuk memenuhi segala kebutuhan dari masyarakatnya. Tentu saja dengan 

diberlakukan kebijakan tersebut, Pemerintah Negara India telah mengeluarkan 

banyak anggaran dana selama Masa Lockdown Penuh ini berlangsung sejak bulan 
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Maret hingga Mei 2021. Namun pada bulan Mei akhir, pemerintah India 

memutuskan untuk memperpanjang masa Lockdown hingga bulan Juni 2021. Hal 

tersebut dikarenakan tingkat penderita Covid-19 yang masih meningkat dan 

penurunan grafik pasien masih rendah. Namun pada masa Lockdown kedua ini, 

Pemerintah India memperbolehkan masyarakat untuk beraktivitas diluar rumah 

namun dengan pembatasan kegiatan.  

  Hal tersebut juga dilaksanakan di Indonesia. Pada Pusat Pembelanjaan 

terdapat pembatasan jumlah pengunjung. Selain itu, kebijakan yang berlaku di 

Indonesia juga menerapkan pemotongan jam kerja pada Rumah Makan ataupun 

Pusat Pembelanjaan. Dengan begitu maka yang awalnya Pusat Pembelanjaan akan 

beroperasional dari pukul 10 Pagi hingga 10 Malam akan berubah mulai pukul 10 

Pagi hingga 8 malam saja. Namun, tetap terdapat beberapa Pusat Pembelanjaan, 

Kantor ataupun Rumah Makan yang menetapkan jam kerja hingga pukul 7 malam 

saja. Serta kebijakan yang berlaku di Indonesia mewajibkan bahwa kegiatan 

perkuliahan maupun sekolah dilaksanakan secara daring atau Dalam Jaringan yang 

menggunakan Aplikasi Zoom Meeting maupun Aplikasi Google Meet.  

  Pada Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial 

Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 

(Covid-19) atau yang disebut dengan PSBB dan merupakan Landasan Hukum atas 

Pelaksanaan PSBB merupakan Kebijakan yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah 

untuk mencegah penyebaran dan percepatan penanganan Corona Virus Disease 

2019 (Covid-19). Penjelasan atas Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 yang 

menjelaskan mengenai pemberlakuan PSBB ditempatkan dalam Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6487. Dalam Peraturan Pemerintah 

Nomor 21 Tahun 2020 mewajibkan masyarakat untuk mengurangi aktivitas di luar 

rumah serta penutupan penerbangan internasional maupun penerbangan domestic. 

Di samping itu, dengan adanya ketentuan ini, masyarakat pun diwajibkan untuk 

tidak melaksanakan kegiatan masyarakat keagamaan maupun kegiatan adat yang 

biasa dilakukan oleh masyarakat setiap tahunnya. 

  Berdasarkan Pasal 1 Peraturan Pemerintahan Nomor 21 Tahun 2020 yang 

menjelaskan Pembatasan Sosial Berskala Besar adalah Pembatasan kegiatan tertentu 

penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi Corona Virus Disease 2019 

(Covid-19) sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran Corona 

Virus Disease 2019 (Covid-19).  

  Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 yang 

membahas mengenai Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan 

Penanganan Corona Virus Disease (Covid-19) atau yang disebut dengan PSBB 

mengakibatkan tidak adanya perayaan keagamaan yang biasa dilaksanakan setiap 
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tahunnya. Perayaan keagamaan yang diselenggarakan setiap tahunnya seperti Idul 

Fitri maupun Idul Adha serta Hari Natal maupun Paskah ataupun perayaan 

keagamaan lainnya dilarang untuk diselenggarakan. Hal tersebut dikarenakan akan 

dapat menyebabkan Penyebaran Virus Corona ini pada Masyarakat yang 

berkerumun dan hal tersebut akan menyebabkan meningkatnya grafik Pasien Covid-

19 di Indonesia. Hal tersebut juga telah diberlakukan di negara lainnya. Adapun 

dampak dari PSBB ini yaitu segala jenis kegiatan adat seperti Pernikahan tidak 

boleh diselenggarakan secara langsung dan berkerumun. Oleh karena itu, KUA 

menetapkan tetap dapat melaksanakan pernikahan namun tidak diperbolehkan 

dengan diadakannya pesta ataupun perayaan pernikahan yang dihadiri oleh banyak 

tamu.  

  Berdasarkan pada Pasal 28 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945 yang menjelaskan bahwa masyarakat Indonesia wajib mendapatkan 

Kesehatan. Kebijakan-kebijakan yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah belum juga 

mengehentikan penyebaran virus Covid-19 yang terjadi di Indonesia. Dengan 

tingkat Pasien Positif Covid yang semakin bertambah setiap harinya dan Tingkat 

Kematian terhadap penularan virus Covid-19 juga ikut bertambah. Hal tersebut jelas 

menyebabkan masyarakat yang resah dan Pemerintah juga tidak ingin hal tersebut 

terjadi tanpa henti. Dengan begitu, Pemerintah segera mencari solusi ataupun jalan 

keluar selain membuat kebijakan mengenai pembatasan aktivitas masyarakat diluar 

rumah.  

  Dalam Pasal 13 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020, 

Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala juga mencakup peliburan sekolah dan 

tempat kerja yang mana merupakan salah satu cara yang dilakukan oleh Pemerintah 

untuk mengurangi kemungkinan penyebaran Covid-19. Dengan begitu maka, 

sekolah maupun kantor melakukan kegiatannya secara daring atau dalam jaringan 

dan istilah Work From Home atau bekerja di rumah.  

  Pada perkembangan penangan Covid-19 di berbagi dunia, terdapat sejumlah 

penelitian dalam rangka pembuatan vaksin maupun obat untuk mengatasi Covid-19. 

Indonesia menggunakan sejumlah merek vaksin dalam rangka penanganan Covid-

19. Pemerintah melalui Menteri Kesehatan menyatakan bahwa telah 

mendistribusikan 1,2 juta dosis vaksin Covid-19 ke 34 provinsi di seluruh 

Indonesia(Juditha 2018).  

   Seperti yang telah diketahui, vaksin untuk Covid-19 sampai sejauh ini masih 

belum ditemukan. Para ilmuwan masih mencoba mengembangkan vaksin untuk 

virus yang satu ini. Amerika Serikat sedang mencoba meneliti vaksin yang berbasis 

RNA juga DNA, sedangkan negara Perancis mencoba melakukan modifikasi vaksin 

untuk penyakit campak sehingga bisa dipakai untuk menangani Covid-19. Vaksin 
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dipastikan akan hadir tidak dalam waktu dekatdekat ini, karena vaksin harus 

melewati serangkaian uji klinis agar terlihat daya kuratifnya (Mardhia et al., 2020). 

Sambil menunggu adanya vaksin dan jika mengacu pada prediksi dari Sarah Gilbert 

(Profesor Vaksinologi Oxford University), yang percaya 80 persen vaksin Covid-19 

akan ditemukan pada bulan September 2020 menurut yang dilansir oleh CNBC 

(2020).  

  Pemerintah Indonesia selain mengadakan kegiatan Rapid Test di berbagai 

daerah, juga aktif memberlakukan tes Polymerase Chain Reaction (PCR), tes ini 

berupa pemeriksaaan imunoglobulin sebagai upaya tes screening terhadap Covid-19. 

Bedanya dengan Rapid Test, tes PCR dilakukan dengan pengambilan spesimen 

lendir, dahak, atau cairan pada nasofaring yang kemudian diteliti dengan cara 

mengubah RNA menjadi DNA. sehingga alat PCR bisa memproses amplifikasi 

(perbanyakan materi genetik) sehingga mampu mendeteksi RNA virus corona, 

sedangkan Rapid Test dilakukan hanya dengan mengambil sedikit sampel darah 

untuk mendeteksi antibodi, yaitu IgM dan IgG yang diproduksi tubuh untuk 

melawan Covid-19. Namun kalau soal sensitivitas, PCR masih unggul dibanding 

Rapid Test karena mungkin saja IgM dan IgG yang terbentuk itu karena adanya 

infeksi virus lain yang bukan Covid-19, akan tetapi PCR membutuhkan waktu yang 

cukup lama dan metodologi di laboratorium yang rumit(Putri and others 2021).  

  Di tingkat masyarakat, terjadi pro dan kontra terkait pelaksanaan vaksinasi di 

Indonesia. Sejumlah pihak mempertanyakan apakah vaksinasi untuk masyarakat 

merupakan hak ataukah kewajiban. Pemerintah melalui Wakil Menteri Hukum dan 

Hak Asasi Manusia menyampaikan bahwa vaksinasi Covid-19 merupakan bagian 

dari kewajiban seluruh warga negara untuk mewujudkan Kesehatan masyarakat. 

Selain itu masyarakat juga mempertanyakan efektivitas dari vaksin Covid-19 

tersebut dengan dalih seperti tidak efektif, isu konspirasi, menimbulkan efek 

samping termasuk aspek kehalalannya.  

  Pada dasarnya Undang-Undang Dasar 1945 mengakui dan melindungi hak 

asasi manusia, kenyataan tersebut tidaj dapat dipungkiri bagi kita sebagai negara 

yang menganut dasar negara Pancasila, Perjuangan kearah perlindungan hak asasi 

manusia itu sejak Orde Baru tidak hanya mengusahakan Piagam HAM, tetapi juga 

dengan mengusahakan pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia dalam 

perundang-undangan.  

  Kebebasan merupakan tuntutan manusia sebagai makhluk individu. Di sisi 

lain manusia adalah makhluk sosial. Manusia tidak dapat hidup sendiri, dia selalu 

hidup di tengah sosialitasnya, baik itu kelompok kecil masyarakat, suku, bangsa atau 

negara. Dalam kedudukan manusia sebagai makhluk sosial inilah masalah HAM 

menjadi sangat kompleks. Banyka benturan manusia yang satu dengan manusia 



7 

 
 

yang lain, kelompok yang satu dengan kelompok yang lain. Hak dan kebebasan 

secara alamiah dimiliki setiap manusia. Dalam hidup berkelompok hak ini diambil 

atau didelegasikan kepada kelompoknya untuk pengaturan hidup bersama. Dalam 

perkembangannya kelompok masyarakat menjadi semakin kuat, sehingga manusia 

hanya sebagai sub ordinasi dari tata kehidupan yang berlaku. hidup dan kebebasan 

manusia diabaikan untuk kelompok. Saat itulah hak yang melekat pada manusia 

sudah terampas(Wahidah and others 2020).  

  Hak asasi manusia yang dianut Indonesia bersumber dari Pancasila sebagai 

filsafat bangsa dan negara. Secara konseptual HAM yang terkandung dalam 

Pancasila mengakomodasi aspek manusia sebagai makhluk individu dan makhluk 

sosial. Pengakuan tentang HAM secara principal tercermin dalam sila kedua 

Pancasila. Konsep dasar HAM yang masih bersifat abstrak perlu dijabarkan dalam 

konsep yang lebih kongkrit, sehingga mempunyai kekuatan hukum dalam 

pelaksanaannya. Pelaksanaan HAM sangat tergantung dari good will penguasa. 

Penguasa meletakkan Lembaga yang legal mempunyai kekuatan untuk memaksa 

kehendaknya pada masyarakat. Ia menguasai alat-alat represif. Dalam kondisi 

semacam ini kadang-kadang pelaksanaan HAM tidak lebih daripada mencari 

legitimasi kekuasaan untuk mengukuhkan pemerintahaannya. Selain itu factor 

penting pelaksanaan HAM adalah pengakuan resmi Negara tentang HAM dalam 

wujud nyata, yaitu deklarasi yang dikuatkan dengan Undang-Undang. Adanya 

landasan norma HAM ini setidaktidaknya pelanggaran terhadap HAM bisa 

dieleminir.  

  Kesehatan merupakan hak dasar yang membawa konsekuensi bahwa setiap 

manusia berhak atas Kesehatan dan negara berkewajiban memenuhi hak itu, tentu 

bukan sesuatu yang tanpa dasar. Upaya pemenuhan hak yang dapat dilakukan oleh 

Pemerintah, yaitu dengan cara upaya penyembuhan dan pencegahan (termasuk 

didalamnya memiliki korelasi dengan kewajiban bagi Pemerintah untuk melindungi, 

menghargai dan memenuhi). Upaya pencegahan yang merupakan bagian dari 

perlindungan dapat menciptakan bagian dari perlindungan dapat meliputi 

menciptakan lingkungan yang sehat seperti yang dilakukan yaitu penyemprotan 

disinfektan di lingkungan sekitar. Upaya menghargai dilakukan dengan cara tidak 

mengucilkan masyarakat yang terdampak Covid-19. Upaya penyembuhan dapat 

dilakukan dengan cara penyediaan dan pelayanan Kesehatan yang Kesehatan yang 

optimal. Upaya-upaya yang dilakukan oleh Pemerintah tersebut bertujuan agar 

masyatakat Indonesia tidak terlalu cemas dan panik dalam menghadapi pandemi 

Covid-19 ini(Marwan 2021).  

  Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia 

diharapkan dapat melindungi hak dasar manusia, baik perseorangan maupun 
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masyarakat, dan menjadi dasar dalam penegakan, kepastian hukum, keadilan dan 

perasaan aman baik perseorangan maupun masyarakat terhadap pelanggaran hak 

asasi manusia. Sebagai negara tentunya wajib memberikan perlindungan bagi warga 

negaranya. Pandemi ini merupakan sebuah tantangan bagi manusia itu sendiri dan 

negara. Manusia sendiri juga tentunya wajib bertanggung jawab atas Kesehatan 

dirinya sendiri maupun Kesehatan manusia yang lain. Tetapi tidak bisa dipungkiri 

bahwa pasti ada seseorang yang tidak bisa menjaga dan bertanggung jawab atas 

dirinya maupun orang lain, sehingga negara perlu membuat aturan-aturan agar 

warganya bisa saling menjaga. Dengan dibuatnya aturan tersebut, maka diharapkan 

setiap warga mematuhinya agar Pandemi Covid-19 mulai pulih dan segera tuntas.  

 

1.2. Rumusan Masalah  

  Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas maka dapat dikemukakan 

rumusan masalah sebagai berikut :   

1. Apakah Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19 berupa hak ataukah kewajiban bagi 

masyarakat Indonesia?  

 

1.3. Tujuan Penelitian  

  Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan dari penelitian ini adalah :  

1.  Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan apakah pelaksanaan 

vaksinasi covid-19 berupa hak ataukah kewajiban bagi masyarakat Indonesia.   

 

1.4. Manfaat Penelitian  

  Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :  

1.4.1 Manfaat Teoretis  

a. Memberikan sumbangan pengetahuan dan pemahaman terhadap hukum 

keehatan, khusunya masalah mengenai pelaksanaan vaksinasi covid-19 yang 

terjadi di masyarakat.  

b. Memberikan sumbangan pemikiran berupa analisis secara rinci dalam rangka 

perkembangan ilmu hukum pidana, dalam hal bagaimana seharusnya upaya 

hukum bagi penyelesaian disharmoni peraturan perundang-undangan.  

 

1.4.2 Manfaat Praktis  

a. Sebagai masukan dan sumber referensi untuk pendidikan hukum Kesehatan bagi 

akademisi maupun praktisi.  

b. Memberikan sumbangan pemikiran tentang pentingnya kepastian hukum dan 

perlindungan hak asasi manusia, serta mengedepankan nilai-nilai keadilan bagi 

masyarakat dalam pelaksanaan vaksinasi covid-19.   
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1.5.  Metode Penelitian  

   “Metode penelitian merupakan prosedur atau cara Peneliti di dalam 

mengumpulkan dan menganalisis bahan hukum. Penulisan skripsi yang baik dan 

benar, harus menggunakan metode penelitian hukum yang baku yang sudah diakui 

oleh ahli hukum”. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini terdiri 

dari: 

1.5.1. Jenis Penelitian  

  Jenis pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian 

hukum normative (Normative Legal Research), yakni penelitian hukum untuk 

menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum 

guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Penelitian hukum normative dilakukan 

untuk mencari pemecahan masalah atas isu hukum (legal issues) yang ada.  

 Hasil dari penelitian ini adalah memberikan preskripsi tentang rumusan masalah 

yang diajukan. Menurut Peter Mahmud Marzuki, “penelitian hukum adalah salah 

suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum maupun 

doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.”  

 

1.5.2. Metode Pendekatan 

  Memecahkan suatu isu hukum melalui penelitian hukum memerlukan 

pendekatan-pendekatan tertentu sebagai dasar Menyusun argument yang tepat. 

Dalam penelitian ini digunakan beberapa pendekatan, yaitu pendekatan perundang-

undangan (statue approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach).  

 

1.5.2.1. Pendekatan Perundang-undangan (statue approach)  

  Pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan yang dilakukan dengan 

menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang bersangkut paut 

dengan isu hukum yang ditangani, yang dibentuk oleh Lembaga negara atau pejabat 

yang berwenang dan mengikat secara umum.   

 

1.5.2.2. Pendekatan Konseptual (conceptual approach) 

  Pendekatan konseptual merupakan jenis pendekatan dalam penlitian hukum 

yang memberikan sudut pandang Analisa penyelesaian permasalahan dapat dilihat 

dari aspek konsep-konsep hukum yang melatarbelakanginya, atau bahkan dapat 

dilihat dari nilai-nilai yang terkandung dalam penormaan.  

 

1.5.3. Sumber dan Jenis Bahan Hukum  

  Penelitian ini merupakan penelitian hukum normative yang tidak mengenal 

adanya data. Maka bahan hukum yang dipergunakan meliputi bahan hukum primer, 
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bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer terdiri dari 

peraturan perundang-undangan. Bahan hukum sekunder terdiri dari literatur-literatur 

hukum, jurnal hukum, ataupun artikel hukum yang memberikan penjelasan terhadap 

bahan hukum primer. Sedangkan bahan hukum tersier berfungsi memberikan 

petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum 

sekunder.  

  Sumber dan jenis bahan hukum dalam penelitian ini ada tiga, yaitu bahan 

hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.  

a. Bahan Hukum Primer  

   Untuk memecahkan isu hukum dan sekaligus memberikan preskripsi 

mengenai apa yang seyogyanya, diperlukan sumber-sumber penelitian berupa 

bahan-bahan hukum primer yang bersifat autoritatif (mempunyai otoritas) yang 

terdiri dari peraturan perundang perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau 

risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan 

hakim.  

   Bahan hukum primer yang digunakan terkait dengan isu hukum dalam 

penelitian ini, terdiri dari :  

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 

1945)  

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Hukum Pidana (KUHP)  

3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia  

4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman 

Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan 

Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)  

5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan 

Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Diease 

2019 (Covid-19)  

b. Bahan Hukum Sekunder  

   Bahan hukum sekunder adalah semua publikasi tentang hukum yang bukan 

merupakan dokumen-dokumen resmi, dan bahan hukum yang bersifat 

menjelaskan bahan hukum primer seperti studi kepustakaan ilmu hukum berupa 

publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, literatur-literatur hukum, 

jurnal-jurnal hukum, pendapat para sarjana hukum, komentar-komentar atas 

putusan pengadilan, dokumentasi hukum, skripsi, artikel hukum, makalah 

seminar, symposium dan diskusi hukum serta informasi dari website yang 

berkaitan dengan permasalahan hukum yang diajukan dalam penelitian ini.  
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c. Bahan Hukum Tersier  

   Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan 

maupun petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang 

dapat berasal dari kamus hukum, ensiklopedia, dan sebagainya yang berkaitan 

dengan pokok permasalahan dalam penelitian ini.  

 

1.5.4. Teknik Pengumpulan dan Pengelolaan Bahan Hukum 

  Teknik pengumpulan dan pengolahan bahan hukum, sesuai dengan jenis 

penelitian yang digunakan yakni penelitian hukum normative (normative legal 

research) dengan metode inventasisasi dan kategorisasi bahan-bahan hukum primer 

berupa perundang-undangan yang terkait dengan permasalahan yang diajukan. 

Setelah melakukan pemeriksaan, selanjutnya adalah memberikan catatan-catatan 

atau tanda yang menyatakan jenis sumber bahan hukum (literatur, undang-undang, 

atau dokumen).  

  Bahan-bahan  hukum sekunder berupa buku literatur hukum, artikel ilmiah, 

karya ilmiah di internet serta bahan-bahan hukum tersier berupa majalah, koran dan 

ensiklopedia yang relevan dengan permasalahan yang diteliti, diperiksa segala 

kelengkapan dari bahan hukum hukum yang diperoleh, kejelasan dari makna-makna 

yang dgunakan dalam penelitian ini, kemudian dikumpulkan dengan system kartu 

catatan, diinventarisasi, dibuatkan ikhtisar yang memuat tulisan sesuai aslinya, 

secara garis besar, pokok permasalahan, pokok gagasan yang memuat pendapat asli 

sebagai pemegang hak cipta (nama penulis, tahun penerbitan) dan analisis tentang 

pelaksanaan vaksinasi covid-19 yang terjadi pada masa pandemic menurut peraturan 

perundang-undangan yang berlaku.  

  Setelah itu Menyusun ulang semua bahan hukum secara teratur dan berurutan 

sehingga mudah dipahami. Terakhir adalah menempatkan semua bahan hukum 

secara berurutan menurut kerangka sistematika penulisan.  

 

1.5.5. Teknik Analisis Bahan Hukum 

  Teknik analisis bahan hukum yang digunakan sesuai dengan jenis penelitian 

hukum normative (normative legal research) yakni Teknik analisis yang bersifat 

preskriptif analisis secara normative.  

  Rumusan masalah yang diajukan dianalisis preskriptif tujuan hukumnya, 

nilai-nilai keadilannya, validitas aturan hukumnya, konsep-konsep hukumnya dan 

norma-norma hukumnya. Dalam penerapannya atau implementasinya, permasalahan 

yang diajukan dianalisis preskriptif untuk menetapkan standar prosedurnya, 

ketentuan-ketentuannya, dan rambu-rambunya dalam melaksanaan aturan, gagasan 

atau konsep hukum yang disarankan sebagai hasil dari penelitian ini.  
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  Analisis juga dilakukan terhadap gagasan dari para sarjana hukum dan 

ketentuan yang berisi kaidah hukum. Setelah dilakukan analisis, maka konstruksi 

dilaksanakan dengan cara memasukkan ketentuan-ketentuan keabsahan hukum dari 

pelaksanaan vaksinasi ke dalam kategori-kategori atas dasar pengertian-pengertian 

dasar dari system hukum tersebut, dalam hal ini system hukum pidana di Indonesia.  

  Teknik analisis ini diajukan untuk memahami gejala hukum yang akan diteliti 

dengan menekankan pada penemuan jawabatan atas permasalahan, bagaimana 

seharusnya kepastian hukum dari pelaksanaan vaksinasi di Indonesia. 

 

1.6. Pertanggungjawaban Sistematika Penulisan  

  Penulisan hasil penelitian ini disusun secara sistematif yang terdiri dari 4 

(empat) bab. Masing-masing bab terdiri atas sub bab agar diperoleh penjelasan 

ruang lingkup dan elemen permasalahan secara jelas dan lengkap dari skripsi ini. 

Adapun sistematika penulisan hasil penelitian ini adalah sebagai berikut :  

BAB I :  Berisi uraian tentang pendahuluan, yang didalamnya meliputi latar 

belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat 

penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.  

BAB II :  Berisi uraian tentang Tinjauan Pustaka, yang meliputi tinjauan 

mengenai Pengertian Covid-19, Pengertian Vaksinasi, Terjadinya 

Konflik Norma, dan mengenai Hak Asasi Manusia.  

BAB III :  Bab ini berisi hasil Pembahasan pada rumusan masalah pertama yaitu 

pelaksanaan vaksinasi covid-19 di Indonesia dan rumusan masalah 

kedua yaitu mengenai pelaksaan vaksinasi covid-19 merupakan hak 

atau kewajiban dari masyarakat di Indonesia. Untuk membahas dua 

rumusan masalah tersebut dalam bab ini akan dibagi menjadi dua sub 

bab. Pada rumusan masalah yang pertama pelaksanaan vaksinasi covid-

19 di Indonesia, kemudian untuk rumusan masalah yang kedua dibagi 

lagi menjadi dua sub bab yakni mengenai kewajiban vaksinasi covid-19 

dan membahas mengenai hak asasi manusia dalam hukum Kesehatan 

ini.  

BAB IV : Bab ini berisi penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran. 

Kesimpulan merupakan jawaban singkat atas rumusan yang 

dikemukakan dalam skripsi ini. Saran berisi masukan yang 

dikemukakan oleh penulis untuk dipertimbangkan.  
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BAB II  

TINJAUAN PUSTAKA  

 

 

  Dalam tinjauan Pustaka ini, dikembangkan hasil kajian tentang teori-teori 

dan/atau konsep yang akan dipergunakan sebagai bahan analisis permasalahan yang 

diajukan dalam rumusan masalah. Tinjauan hasil Pustaka disintesis, diabstraksi dan 

diekstrapolasi dari berbagai teori dan pemikiran ilmiah, yang dijadikan tuntunan 

untuk memecahkan masalah yang diajukan dalam penulisan skripsi ini.  

 

2.1. Pengertian Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)  

  Di awal tahun 2020, dunia dikagetkan dengan kejadian infeksi berat dengan 

penyebab yang belum diketahui, yang berawal dari laporan hasil Cina kepada World 

Health Organization (WHO) terdapatnya 44 pasien pneumonia yang berat di suatu 

wilayah yaitu Kota Wuhan, Provinsi Hubei, China, tepatnya di hari terakhir tahun 

2019 Cina. Dugaan awal ini terkait dengan pasar basah yang menjual ikan, hewan 

laut dan berbagai hewan lain. Pada 10 Januari 2020 penyebabnya mulai 

teridentifikasi dan didapatkan kode genetiknya yaitu virus corona baru(Aditia 2021).  

  Seperti yang telah diketahui oleh masyarakat, Virus Corona ini ditemukan di 

China. Namun, terdapat perununan tingkat pasien covid-19 di China. Hal tersebut 

didukung oleh WHO yang menyatakan bahwa China telah mengeluarkan Vaksinasi 

Covid-19. Vaksin ini bertujuan untuk menjadi penyembuh dari Pasien Covid-19 dan 

dapat menghentikan penyebaran virus corona. Vaksin covid-19 ini telah melalui 

banyaknya penelitian dan telah diuji selama kurang lebih 18 bulan. Pengujian klinis 

dari Vaksin Covid-19 di China ini diawasi dan didampingi oleh WHO. WHO sangat 

mengharapkan dengan adanya Vaksin Covid-19 dapat menurunkan tingkat 

penyebaran serta tingkat kematian dari Pasien Covid-19.  

  Setelah melewati banyaknya pengujian klinis atas vaksin covid-19 ini, tingkat 

penularan dan tingkat kematian Pasien Covid-19 di China segera menurun dan hal 

tersebut mencuri perhatian dari seluruh negara. Dengan begitu, beberapa negara di 

Eropa mulai menjalankan Pengujian Klinis untuk menciptakan Vaksin Covid-19. 

Beberapa negara di Asia telah bekerja sama dengan Pusat Pengendaluan dan 

Pencegahan Penyakit di Tiongkok dan beberapa Laboratorium yang telah berhasil 

membuat Vaksin Covid-19 dan telah diuji pada Pasien Covid. WHO juga telah 

menyatakan bahwa Vaksinasi dapat menjadi salah satu upaya penyembuhan Covid-

19. Dengan adanya pernyataan resmi dari WHO, beberapa negara mulai mewajibkan 

masyarakat untuk melakukan vaksinasi covid-19. 
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  Meningkatnya kasus Virus Covid-19 di Dunia sangatlah pesat dan 

permasalahan tersebut juga dirasakan di Indonesia yang meningkatnya Pasien 

Covid-19 hingga Jumlah Kematian yang ada. Di Indonesia telah tercatat terdapat 

lebih dari 37.420 orang yang terinfeksi, dan terdapat lebih dari 2.091 orang yang 

meninggal dunia. Namun, terdapat lebih dari 13,776 orang yang dinyatakan sembuh 

dari virus Covid-19 dan sangat diharapkan akan terus meningkat. Kekacauan ini 

terjadi di Indonesia dikarenakan masyarakat yang masih lalai atas kebijakan 

Pemerintah untuk menjaga jarak maupun menggunakan masker.  

  Dalam memerangi Corona Virus ini serta dengan tujuan untuk mencegah 

penyebaran Virus ini, Pemerintah Negara Republik Indonesia memutuskan untuk 

mengeluarkan kebijakan ataupun kebijakan yang diharapkan dapat mencegah 

penyebaran Corona Virus di Indonesia. Salah satunya diterbitkanya Peraturan 

Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar atau 

disebut dengan PSBB. Peraturan yang telah diterbitkan ini tentunya setelah melewati 

banyaknya pertimbangan dari Pemerintah dan menyesuaikan dengan keadaan sosial 

masyarakat di Indonesia. Kebijakan ini tentunya juga telah diberlakukan di Seluruh 

Negara di dunia.  

  Corona Virus Disease 2019 atau disebut dengan Covid-19 ditemukan pertama 

kali pada tahun 2019 di Wuhan, China. Virus tersebut menyebar ke seluruh negara 

di dunia dan mengakibatkan kepanikan massal pada masyarakat di dunia. Penyakit 

Covid-19 ini disebabkan karena terpapar atau terjangkit virus yang bernama SARS-

CoV dan MERS-CoV yang lebih dikenal oleh masyarakat yaitu virus Corona. Gejala 

umum dari penyakit covid-19 ini adalah demam, kelelahan ataupun myalgia, dan 

juga batuk kering. Dalam beberapa gejala terdapat gejala flu yang bersin berlebihan 

serta sakit tenggorokan hingga sesak nafas. Pada gejala umum terdapat 83-98% 

pasien yang mengalami demam, kelelahan atau myalgia sebesar 35-50%, selain itu 

terdapat 76-82% yang mengalami batuk kering serta terdapat 31- 55% pasien yang 

mengalami sesak nafas selama gejala awal terjangkit virus Covid-19. 

  Penelitian selanjutnya menunjukkan hubungan yang dekat dengan virus 

corona penyebab Severe Acute Respitatory Syndrome (SARS) yang mewabah di 

Hongkong pada tahun 2003, hingga WHO menamakannya sebagai novel corona 

virus (nCoV-19). Tidak lama kemudian mulai muncul laporan dari provinsi lain di 

Cina bahkan di luar Cina, pada orang-orang dengan Riwayat perjalanan dari Kota 

Wuhan dan China yaitu Korea Selatan, Jepang, Thailand, Amerika Serikat, Makau, 

Hongkong, Singapura, Malaysia hingga total 25 negara termasuk Prancis, Jerman, 

Uni Emirat Arab, Vietnam dan Kamboja. Ancaman pandemic semakin besar Ketika 

berbagai kasus menunjukkan penularan antar manusia (human to human 
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transmission) pada dokter dan petugas medis yang merawat pasien tanpa ada 

Riwayat berpergian ke pasar yang sudah ditutup(Levani and others 2021).  

  Laporan lain menunjukkan penularan pada pendamping wisatawan Cina yang 

berkujung ke Jepang disertai bukti lain yang terdapat penularan pada kontak 

serumah pasien di luar Cina dari pasien terkonfirmasi dan pergi ke Kota Wuhan 

kepada pasangannya di Amerika Serikat. Penularan langsung antar manusia ini 

menimbulkan peningkatan jumlah kasus yang luar biasa hingga pada akhir Januari 

2020 didapatkan peningkatan 2000 kasus terkonfirmasi dalam 24 jam. Pada akhir 

Januari 2020. WHO menetapkan status Global Emergency pada kasus virus Corona 

ini dan pada 11 Februari 2020, WHO menamakannya sebagai COVID-19.  

  Informasi tentang virus ini tentunya masih sangat terbatas karena banyak hal 

masih dalam penelitian dan data epidemiologi akan sangat berkembang juga, untuk 

itu tinjauan ini merupakan tinjauan berdasarkan informasi terbatas yang dirangkum 

dengan tujuan untuk memberi informasi dan sangat mungkin akan terdapat 

perubahan kebijakan dan hal terkait lainnya sesuai perkembangan hasil penelitian, 

data epidemiologi dan kemajuan diagnosis dan terapi.  

  Virus corona merupakan zoonisis, sehingga terdapat kemungkinkan virus 

berasal dari hewan dan ditularkan ke manusia. Pada Covid-19 belum diketahui 

dengan pasti proses penularan dari hewan ke manusia, tetapi data filogenetik 

memungkinkan Covid-19 juga merupakan zoonisis. Perkembangan data selanjutnya 

menunjukkan penularan antar manussia, yaitu diprediksi melalui droplet dan kontak 

dengan virus yang dikeluarkan dalam droplet. Hal ini sesuai dengan kejadian 

penularan kepada petugas Kesehatan yang merawat pasien Covid-19, disertai bukti 

lain penularan di luar Cina dari seorang yang dating dari Kota Shanghai, Cina ke 

Jerman dan diiringi penemuan hasil positif pada orang yang ditemui dalam kantor. 

Pada laporan kasus ini bahkan dikatakan penularan terjadi pada saat kasus indeks 

belum mengalami gejala (asimtomatik) atau masih dalam masa inkubasi. Laporan 

lain mendukung penularan antar manusia adalah laporan 9 kasus penulatan langsung 

antar manusia di luar Cina dari kasus indeks ke orang kontak erat yang tidak 

memiliki Riwayat perjalanan manapun(Dwi Lestari 2021).  

  Penularan ini terjadi umumnya melalui droplet dan kontak dengan virus 

kemudian virus dapat masuk ke dalam mukosa yang terbuka. Suatu analisis 

mencoba mengukur laju penularan berdasarkan masa inkubasi, gejala dan durasi 

antara gejala dengan pasien yang diisolasi. Analisis tersehut mendapatkan hasil 

penularan dari 1 pasien ke sekitar 3 orang di sekitarnya, tetapi kemungkinan 

penularan di masa inkubasi menyebabkan masa kontak pasien ke orang sekitar lebih 

lama sehingga resiko jumlah kontak tertular dari 1 pasien mungkin dapat lebih 

besar.  
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  Penyebaran virus corona ini semakin meningkat semakin harinya dan 

memakan banyak korban jiwa. Dalam beberapa kasus terdapat pasien covid-19 yang 

meninggal karena adanya penyakit bawaan tidak hanya karena terjangkit covid-19 

namun kebanyakan dari korban jiwa memiliki latar belakang penyakit paru-paru 

ataupun stroke ringan. Beberapa pasien yang meninggal karena Covid-19 

kebanyakan merupakan perokok aktif. Dan banyaknya korban jiwa yang meninggal 

karena virus corona ini tidak hanya terjadi di Indonesia namun juga terjadi di 

seluruh negara di dunia. Hal tersebut dikarenakan penyebaran Virus Corona yang 

dapat tersebar melalui udara ataupun sentuhan badan. Oleh karena itu, WHO 

menyatakan bahwa masyarakat dihimbau untuk menggunakan masker Kesehatan 

karena virus juga dapat tersebar melalui lender pada saat bersin maupun batuk. 

Selain itu, masyarakat juga dihimbau untuk mencuci tangan serta membawa hand 

sanitizer jika berpergian ataupun beraktivitas di luar rumah dan bertemu masyarakat 

lainnya.  

  Sejak Januari 2020, Para Ilmuwan di Tiongkok mengumumkan bahwa adanya 

virus baru yang disebut dengan SARS-CoV-2 atau Corona Virus Disease dan sekitar 

3,21 Penelitian kelompok mulai mencari vaksin ataupun obat yang dapat mencegah 

penyebaran virus corona ini sejak saat itu. Peneliti di Tiongkok ini mencatat bahwa 

Pasien dengan system imun yang tidak memungkinkan dinyatakan dapat 

mendapatkan vaksinasi covid-19 selama mereka tidak memiliki indikasi yang dapat 

melukai setelah mendapatkan vaksin covid-19 dan mereka diharuskan untuk 

melakukan konsultasi mengenai keamanan dari pelaksanaan vaksinasi ini sebelum 

menjalankannya. 

  Terkhusus di Indonesia, setidaknya secara garis besar pemerintah telah 

melakukan berbagai strategi dalam menghambat penambahan kasus positif Covid-19 

baru. Adapun strategi-strategi yang diberlakukan oleh pemerintah di Indonesia 

terbagi menjadi tiga dalam hal Kesehatan yaitu dalam bentuk Promotif, Preventif 

dan Kuratif untuk penanganan penyebaran Covid-19. Selain itu, dalam bidang 

ekonomi pemerintah juga memberlakukan Jaring Pengaman Sosial untuk membantu 

warga negara melewati masa krisis ekonimi.  

 

2.1.1. Strategi Promotif 

  Pemerintah secara proaktif mengajak warga negara untuk meningkatkan 

imunitas guna mempersiapkan kondisi tubuh untuk menghadapi virus Covid-19 ini. 

Berbagai sumber merilis upaya-upaya apa saya yang bisa dilakukan oleh masyarakat 

dalam memperbaiki daya tahan tubuh terhadap infeksi saluran napas. Beberapa di 

antaranya adalah dengan tidak merokok dan berhenti mengonsumsi alcohol, 

mengatur pola tidur, serta mengonsumsi suplemen tubuh.  
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  Selain itu, pemerintah juga menghimbau warga negara untuk menerapkan 

Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) dengan mengikuti rekomendasi dari Badan 

Kesehatan Dunia (WHO) dalam menghadapi wabah Covid-19. Langkah-langkah 

proteksi mendasar seperti cuci tangan secara rutin dengan alcohol atau sabun dengan 

air, menjaga jarak aman jika ada orang yang terlibat batuk dan bersin, 

memberlakukan etika batuk dan bersin seperti menutup mulut dengan tangan, dan 

pergi ke rumah sakit untuk melakukan crosscheck apabila terdapat gejala Covid-19 

pada tubuh. Anjuran jarak aman untuk memenuhi kaidah physical distancing 

minimal satu meter karena tujuannya agar tidak terjadi penyebaran yang dipengaruhi 

oleh droplets penderita Covid-19. Pasien rawat inap yang ada indikasi terinfeksi 

Covid-19 juga harus diberlakukan jarak aman minimal satu meter tersebut dengan 

pasien atau petugas medis, dipakaikan masker khusus medis, diberi arahan mengenai 

etika batuk/bersin, dan dicontohkan cara cuci tangan yang baik dan benar (Davies 

2002).  

 

2.1.2. Strategi Preventif  

  Presiden mendirikan gugus tugas khusus percepatan penanganan Covid-19 

yang difungsikan sebagai juru teknis penanganan pandemic Covid-19 dan dukungan 

penuh dari seluruh aspek pertahanan. Dikala negara lain menerapkan karantina 

wilayah atau lockdown, pemerintah Indonesia melalui Kementerian Kesehatan 

(Kemenkes) menerapkan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) 

melalui Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 mengenai Panduan 

Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) merupakan suatu langkah yang cukup 

strategis untuk diambil oleh Pemerintah dengan bertujuan menekankan laju dari 

penularan Covid-19 di Indonesia ini.  

  Individu yang pernah ada kontak dengan pasien yang dinyatakan positif 

Covid-19 juga harus memeriksakan dirinya ke fasilitas Kesehatan yang nantinya 

dilakukan serangkaian tes menggunakan metode rapid test terlebih dahulu dan 

nantinya jika reaktif akan dilakukan tes PCR, apabila orang tersebut mengalami 

gejala ringan bila melakukan self-isolation dan jika gejalanya berat harus dirawat di 

rumah sakit rujukan Covid-19. Badan Kesehatan Dunia juga sudah merilis panduan 

penilaian risiko bagi petugas medis yang merawat pasien positif Covid-19 sebagai 

pedoman Tindakan lanjutan. Bagi kelompok pasien Covid-19 yang berisiko tinggi, 

direkomendasikan agar ada isolasi di fasilitas Kesehatan total dalam jangka waktu 

14 hari dan terus dipantau petugas medis dan diberi pertolongan yang bisa 

membantu pasien Covid-19 agar cepat sembuh. Pada kelompok pasien Covid-19 

yang berisiko rendah, diimbau melaksanakan self-isolation dengan selalu 

memperhatikan suhu tubuh dan system pernafasan selama 14 hari, apabila keluhan 
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memberat harus segara minta tim medis menjemp ut agar bisa ditangani di fasilitas 

Kesehatan. Pada masyarakat umum, upaya mitigasi dilaksanakan dengan tidak 

berkerumun dalam jumlah besar dan selalu jaga jarak aman satu meter (Danurahman 

and Kusdarini 2021).  

  SARS-CoV-2 menular terutama melalui droplets, alat pelindung diri (APD) 

merupakan salah satu strategi pencegahan penularan selama penggunaannya 

rasional. Selain itu Badan Kesehatan Dunia menyatakan bahwasanya masker non 

medis dapat dijadikan salah satu Alat Pelindung Diri untuk masyarakat yang sehat 

untuk menghindari paparan droplets dari penderita Covid-19 yang masih berkeliaran 

di lingkungan, sedangkan masker medis ditekankan hanya digunakan oleh para 

petugas medis.  

 

2.1.3. Strategi Kuratif  

  Seperti yang dikatakan oleh Prof. Dr. dr. Faisal Yunus Sp.P (K), FCCP 

kepada Kumparan, 2020. Beliau mengatakan ada beberapa treatment yang diberikan 

kepada pasien Covid-19 contohnya adalah dengan pemberian obat yang dahulu 

pernah dipakai untuk wabah sebagai penyakit Covid-19 seperti obat oseltamivir 

untuk wabah fluburung. Bagi pasien Covid-19 yang menderita pneumonia dilakukan 

intervensi medis berupa pemberian antibiotic dan juga mereka diminta 

mengonsumsi vitamin C dengan dosis tinggi di bawah pengawasan dokter. Apabila 

pasien menderita gangguan pada hari akan diberikan hepatoprotector yang 

merupakan senyawa obat yang dapat memproteksi hati dari kerusakan akibat virus.  

  Selain itu, Presiden Joko Widodo juga mengatakan bahwa Indonesia akan 

memakai avigan dan klorokuin untuk mengobati pasien Covid-19. Klorokuin 

misalnya, sebelumnya dikenal sebagai obat untuk menyembuhkan penyakit jenis 

malaria. Menurut Dr. Keri Lestari, M.Si, Apt. penggunaan obat yang sedianya 

digunakan untuk penyakit tertentu dan sekarang dipakai untuk penyakit lain 

merupakan hal yang lumrah di dunia medis, istilahnya dikenal sebagai repurposing 

drug. Di dunia internasional, penggunaan obat jenis ini untuk menangani wabah 

Covid-19 mendapat sorotan dari Pengawas Obat dan Makanan AS (FDA). FDA 

mengatakan bahwa klorokoin belum disetujui sebagai obat virus corona, akan tetapi 

penggunaannya tetap diperbolehkan dengan seizin pasien corona itu sendiri(Votta 

and Quaggia 2020).  

 

2.1.4. Strategi Jaringan Pengaman Sosial  

  Perpu Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan 

Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Covid-19 yang diterbitkan 

oleh pemerintah sebetulnya lebih banyak memuat terkait pengaturan kebijakan 
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keuangan antara pusat dan daerah, stabilitas sistem keuangan, kebijakan perpajakan, 

pemulihan perekonomian nasional, dsb. Sedangkan untuk Jaring Pengaman Sosial 

hanya disinggung sedikit dan hanya berupa pasal yang menyebutkan dana desa bisa 

digunakan untuk Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada penduduk miskin di 

tingkat desa dan program percepatan penanganan Covid-19.  

  Pemerintah melalui konferensi pers yang dilakukan oleh Presiden Joko 

Widodo per tanggal 31 Maret 2020 mengumumkan skema Jaring Pengaman Sosial 

yang akan berlaku untuk membantu masyarakat di tengah pandemi, hal ini dinilai 

oleh berbagai kalangan tak kalah pentingnya dengan strategi-strategi yang 

berhubungan dengan kesehatan karena dengan ekonomi yang terjamin membuat 

efektivitas dari program seperti PSBB bisa terjamin. Adapun rincian skema 

bantuannya adalah sebagai berikut; (1). Program Keluarga Harapan (PKH) yang 

penerima manfaatnya ditingkatkan dari 9,2 juta menjadi 10 juta dengan besaran 

manfaatnya meningkat 25 persen dari yang sebelumnya. Seperti untuk ibu hamil 

naik dari Rp. 2.400.000,00 menjadi Rp. 3.000.000,00 per tahun, keluarga dengan 

anak usia dini sebesar Rp. 3.000.000,00 per tahun, keluarga dengan disabilitas Rp. 

2.400.000,00 per tahun. Kebijakan ini telah efektif sejak bulan April 2020 dengan 

anggaran yang dialokasikan sebesar 37,4 Triliun; (2). Bantuan Pangan Non-Tunai 

(BPNT). Pemerintah meningkatkan juga penerima bantuan jenis ini dari 15,2 juta 

menjadi 20 juta dengan diikuti naiknya persentase besaran bantuan 30 persen dari 

yang tadinya Rp. 150.000,00 per penerima menjadi Rp. 200.000,00 per penerima; 

(3). Kartu Prakerja, untuk jenis bantuan ini juga ternyata pemerintah menaikkan 

anggarannya dari yang sebelumnya hanya sebesar Rp. 10 triliun menjadi Rp. 20 

triliun, penerima manfaatnya sebanyak 5,6 juta orang dengan sasaran pekerja 

informal dan pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dengan nilai manfaat 

antara Rp. 650.000,00 – Rp. 1.000.000,00 per bulan dan berlaku selama empat 

bulan; (4). Bantuan Subsidi Listrik, Pemerintah memberi subsidi penuh terhadap 

pelanggan listrik bertegangan 450 VA yang jika dilihat dari jumlah penggunanya 

sebanyak 24 Juta. Pemerintah juga bersubsidi 50 persen bagi pengguna listrik 

bertegangan 900 VA yang jumlah penggunanya sebanyak 7 Juta pelanggan. Kedua 

jenis subsidi listrik tersebut sama-sama berlaku tiga bulan mulai dari April hingga 

Juni 2020; (5). Alokasi cadangan anggaran, dana sebesar Rp 25 Triliun akan 

digunakan untuk melakukan pemenuhan kebutuhan pokok, operasi pasar dan 

logistik; (6). Pemerintah akan memberi keringanan kredit dibawah 10 miliar untuk 

pekerja sektor informal dan pelaku UMKM.  
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2.1.5. Analisis Sinergitas antara Pemerintah dan Masyarakat 

  Apabila berbicara juga mengenai Kesehatan selama pandemic Covid-19, 

menurut Badan Kesehatan Dunia dinyatakan bahwa memperoleh derajat Kesehatan 

yang setinggi-tingginya adalah suatu hak asasi bagi setiap orang. Berdasarkan 

penjelasan tersebut, maka Kesehatan merupakan fundamental rights atau hak 

mendasar. Kewajiban untuk menjunjung tinggi hak Kesehatan warga negara sudah 

pasti dibebankan kepada pemerintah.  

  Sudah jelas bahwasanya dalam menentukan arah kebijakan selama pandemic 

Covid-19 prioritas pemerintah harus mengacu kepada bidang Kesehatan bukan 

kepada bidang lain semisal ekonomi. Hal ini penting dalam menjamin Kesehatan 

warga negara karena ekonomi masih bisa dibangkitkan lagi Ketika masa pandemic 

Covid-19 selesai, akan tetapi warga negara yang menjadi korban jiwa sudah tidak 

bisa dikembalikan lagi pastinya. Karena sebenarnya dalam slogan hukum juga sudah 

jelas ditegaskan bahwa keselamatan warga adalah hukum tertinggi(Lasmita and 

others 2021).  

  Dengan adanya virus corona ini menyebabkan Pemerintah Indonesia 

menyatakan bahwa Indonesia dalam status kedaruratan Kesehatan melalui surat 

Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020. Dalam lembar surat Keputusan Presiden 

Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat 

Corona Virus Disease 2019 atau viii disebut dengan Covid-19 ini menetapkan 

Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) sebagai jenis penyakit yang menimbulkan 

Kedaruratan Kesehatan Masyarakat. Hal tersebut dikarenakan sejak adanya virus 

Corona ini tingkat pasien covid-19 tidak kunjung melandai ataupun menurun. Hal 

sebaliknya terjadi yaitu peningkatan pasien covid-19 maupun korban jiwa yang 

meninggal karena virus corona ini. Oleh karena itu, melalui Keputusan Presiden 

Nomor 11 Tahun 2020 Pemerintah menyatakan bahwa Indonesia dalam masa 

Darurat Kesehatan yang menyebabkan Indonesia diwajibkan melakukan Pembatasan 

Sosial Berskala Besar atau disebut dengan PSBB. Selain itu, dalam Keputusan 

Presiden Nomor 11 Tahun 2020 juga menetapkan bahwa Kedaruratan Kesehatan 

Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (Covid19) di Indonesia ini wajib dilakukan 

upaya penanggulangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Dalam hal ini, maka yang dimaksud dengan Penanggulangan Penyebaran Corona 

Virus yaitu dengan pemberlakuan pembatasan sosial dan juga melaksanakan 5M. 

Pada poin terakhir dalam surat Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 juga 

menetapkan bahwa Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal yang 

ditetapkan. Dalam Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 ini mulai berlaku 

pada Tanggal 31 Maret 2020. 
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  Saat ini setelah PSBB diberlakukan di berbagai daerah selama kurang lebih 

dua bulan, kini pemerintah pusat dan daerah mulai melakukan relaksasi dengan dua 

opsi kebijakan yang terdiri dari PSBL (Pembatasan Sosial Berskala Lokal), 

pemberlakuannya ada dilokasi kecil seperti RT atay RW dengan status zona merah. 

Yang kedua adalah New Normal Life atau tatanan kehidupan normal yang baru. 

Opsi yang satu ini cukup kontroversial karena diberlakukan disaat angka 

penambahan kasus positifi masih terbilang banyak tiap harisnya. Relaksasi PSBB 

memang sangat kontraproduktif dengan situasi dan kondisi yang sebetulnya belum 

cukup aman dilaksanakannya kebijakan tersebut. Akan tetapi jika pemerintah sudah 

menetapkan protocol Kesehatan selama fase PSBL maupun new normal life, 

seyogyanya masyarakat mengikuti himbauan tersebut, karena jika sudah tidak ada 

lagi intervensi pemerintah terhadap arus mobilitas warga diluar maka prinsip kehati-

hatian harus ditingkatkan, karena bisa jadi banyak yang menjadi carrier Covid-19. 

Maka dari itu pemerintah tak henti-hentinya mengingatkan masyarakat terkait 

bahaya tersebut dan meminta masyarakat agar berdiam diri di rumah saja apabila 

tidak ada aktivitas yang mendesak (Fakhri 2020).  

  Berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 

tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 

atau Covid-19 merupakan landasan hukum atas munculnya Peraturan Menteri 

Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan 

Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 

2019 atau Covid-19. Sesuai dengan penetapan Keputusan Presiden Republik 

Indonesia pada poin kedua yang menjelaskan bahwa Pemerintah diwajibkan untuk 

menemukan upaya penanggulangan penyebaran virus Corona ini.  

  Status Siaga Darurat merupakan situasi dimana potensi atas ancaman bencana 

sudah mengarah pada terjadinya suatu bencana. Hal tersebut ditandai dengan adanya 

informasi atas peningkatan berdasarkan system peringatan dini yang telah 

diberlakukan dan dipertimbangkan dampak yang akan terjadi pada masyarakat. Hal 

tersebut sudah jelas terjadi pada masa pandemic ini. Dengan ditandai oleh 

meningkatnya Pasien yang positif Corona Virus Disease 2019 atau Pasien Positif 

Covid-19 serta banyaknya korban jiwa ataupun Pasien yang meninggal dunia 

dikarenakan virus corona ini. Dengan keadaan seperti ini, Pemerintah telah 

memutuskan untuk mengumunkan bahwa Indonesia dalam Status Kedaruratan 

Kesehatan. Dengan begitu maka masyarakat Indonesia diwajibkan untuk melakukan 

Pembatasan Sosial dengan mengurangi aktivitas diluar rumah jika memang tidak 

diperlukan.  
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2.2.  Pengertian Vaksinasi  

  Wabah Corona Virus Disease 2019 atau disebut sebagai Covid-19 yang 

melanda dunia pada tahun 2020 menimbulkan kedaruratan di berbagai negara, salah 

satunya adalah Indonesia. Presiden Joko Widodo melalui Keputusan Presiden 

Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat 

Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), menetapkan status kedaruratan Kesehatan, 

yang juga diikuti dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 

Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem 

Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) 

dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian 

Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 

Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan 

Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).  

  Pandemi Covid-19 yang melanda sseluruh negara di dunia mengubah tatanan 

kehidupan manusia. Umat manusia dipaksa untuk beradaptasi dengan kebiasaan 

baru. Di Indonesia, kebiasaan-kebiasaan baru tersebut tercermin di antaranya dengan 

adanya “Pesan Ibu” yang berisikan kewajiban 3M (Memakai masker, Menjaga jarak 

dan Mencuci tangan dengan sabun) bagi masyarakat serta 3T (Testing. Tracing, 

Treatment) bagi pemerintah (Muneerappa and others 2018).  

  Penularan Covid-19 yang sangat cepat berdampak yang sangat luas bagi 

seluruh masyarakat dari negara di seluruh dunia. Menurut WHO Tindakan 

pencegahan yang dapat dilakukan adalah mencuci tangan pakai sabun atau 

handsanitizer, tidak menyentuh area wajah dan menggunakan masker. Virus ini 

menyebar terutama melalui tetesan air liur atau keluar dari hidung Ketika orang 

yang terinfeksi batuk atau bersin, jadi penting bagi setiap orang berlatih etika batuk 

yaitu dengan batuk pada siku yang ditekuk atau dengan tisu lalu bekasnya dibuang 

di tempat sampah dan mencuci tangan.  

  Pada perkembangan penanganan Covid-19 di berbagai dunia, terdapat 

sejumlah penelitian dalam rangka pembuatan vaksin maupun obat untuk mengatasi 

Covid-19. Khusus berkaitan dengan vaksin, terdapat sejumlah merek vaksin Covid-

19 yang telah dibuat. Indonesia menggunakan sejumlah merek vaksin dalam rangka 

penanganan Covid-19 (Afrizal and Sabrina Ganafi 2021).  

  Sesuai dalam Pasal 1 ayat 1 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 

2021 menyebutkan “Vaksinasi adalah produk biologi yang berisi antigen berupa 

mikroorganisme yang sudah mati atau masih hidup yang dilemahkan, masih utuh 

atau bagiannya, atau berupa toksin mikroorganisme yang telah diolah menjadi 

toksoid atau protein rekombinan, yang ditambahkan dengan zat lainnya, yang bila 
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diberikan kepada seseorang akan menimbulkan kekebalan spesifik secara aktif 

terhadap penyakit tertentu” 

  Maka dapat disimpulkan bahwa vaksin adalah mikroorganisme yang diolah 

menjadi toksoid yang ditambahkan dengan zat lainnya dengan tujuan untuk 

menimbulkan kekebalan spesifik secara aktif terhadap penyakit tertentu. Dalam 

permasalahan ini maka vaksin yang diberikan bertujuan untuk menimbulkan 

kekebalan spesifik secara aktif terhadap virus Covid-19 (Susanti and others 2022).  

  Dalam Pasal 1 ayat 3 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2021 

menyebutkan “Vaksinasi adalah pemberian vaksin yang khusus diberikan dalam 

rangka menimbulkan atau meningkatkan kekebalan seseorang secara aktif terhadap 

suatu penyakit, sehingga apabila suatu saat terpapar dengan penyakit tersebut tidak 

akan sakit atau hanya mengalami sakit ringan dan tidak menjadi sumber penularan.”  

  Maka dapat disimpulkan bahwa vaksinasi adalah kegiatan atau pelaksanaan 

pemberian vaksin dengan tujuan agar masyarakat menjadi kebal atas virus Covid-19. 

Namun, pemberian vaksin pada masyarakat tidak langsung menghindarkan 

masyarakat pada virus covid-19, tetapi hanya sebagai imun tubuh. Maka, tetap 

terdapat kemungkinan akan terkenanya virus covid-19. Perbedaan dari pemberian 

vaksin yaitu jika terjangkit virus covid-19 tidak separah semestinya dan tidak 

menjadi sumber penularan setelah sembuh dari covid-19 (Simanjuntak and others 

2021).  

  Pemerintah melalui Menteri Kesehatan menyatakan bahwa telah 

mendistribusikan 1,2 Juta dosis vaksin Covid-19 ke 34 (tiga puluh empat) provinsi 

di seluruh Indonesia per 7 Januari 2021. Sedangkan pelaksanaan vaksinasi 

direncanakan dilaksanakan pada minggu kedua Januari 2021, setelah dikeluarkannya 

izin penggunaan darurat atau Emergency Use Authorization oleh BPOM (Badan 

Pengawas Obat dan Makanan).  

  Selain itu, Pemerintah Indonesia juga menerapkan kebijakan Physical 

Distancing bagi masyarakat. Yang dimaksud dengan Physical Distancing adalah 

menjaga jarak aman untuk setiap masyarakat. Adanya ketentuan untuk menjaga 

jarak sejauh 1m saat diluar rumah dan menjaga jarak saat mengantre dalam 

supermarket ataupun dalam Bank. Hal tersebut dikarenakan bahwa Virus Corona 

dapat menyebar melalui udara dalam jarak yang cukup dekat.  

  Pada surat Keputusan Presiden Indonesia yang telah disahkan dan 

diberlakukan mengenai Satuan Tugas atau SATGAS yang digunakan untuk respon 

cepat dari kasus Covid19 yang disebut dengan Gugus Tugas Percepatan Penanganan 

Covid-19 telah mengeluarkan adanya pedoman ataupun Panduan untuk Respon yang 

cepat dan sesuai dengan Aspek Kesehatan Penanganan Covid-19 di Indonesia. 

Pedoman ini menargetkan tenaga medis ataupun Pelayanan Rumah Sakit yang 



24 

 

responsive , cepat tanggap dan aktif dalam membantu Pemerintah untuk 

menanggulangi Covid-19 di Indonesia. Pemerintah juga telah menetapkan bahwa 

Pedoman ini diharapkan dapat mengurangi dampak dan mengurangi penyebaran 

Virus Corona di Masyarakat serta menginformasikan kepada masyarakat mengenai 

Protokol Kesehatan yang telah ditetapkan Pemerintah dalam menanggulangi Covid-

19. Pemerintah juga telah mewajibkan masyarakat yang bekerja ataupun hendak 

berpergian keluar kota untuk melakukan Tes Kesehatan seperti Swab Antigen 

maupun Swab PCR. 

  Adanya rencana Vaksin COVID-19 oleh pemerintah pada seluruh penduduk 

Indonesia menimbulkan beragam tanggapan di masyarakat. Banyaknya 

pemberitahuan yang berasal dari banyak sumber dapat mempengaruhi persepsi 

masyarakat terhadap vaksin. Persepsi negatif terhadap vaksin yang dialami 

masyarakat dapat memicu terjadinya kecemasan (Triwahyuningsih 2018).  

  Vaksin dianggap sebagai salah satu Kesehatan masyarakat yang paling vital 

dan merupakan penemuan yang fenomenal selama abad ke-20. Aspek hilir dalam 

mendefinisikan kekuatan, kelemahan dan juga potensi aplikasi vaksin yang 

dikembangkan pada hewan maupun tumbuhan telah dipelajari secara ekstensif pada 

baru baru ini mengingat banyaknya negara yang dalam status kedaruratan Kesehatan 

setelah munculnya virus corona ini. Penelitian sekarang telah dilakukan dalam masa 

perkembangan seperti vaksin pada tanaman dengan menggunakan beberapa strategi 

seperti proses produksi tanaman transgenic yang dapat mengekspresikan protein 

yang dapat lebih lanjut dimanfaatkan dalam skala yang besar dan berupa vaksin 

untuk tumbuhan.  

  Vaksin ini dimodifikasi sedemikian rupa sehingga dapat menghasilkan 

ketahanan terhadap berbagai penyakit seperti penyakit malaria, demam berdarah, 

covid-19 dan penyakit lainnya yang disebabkan oleh adanya virus. Tujuan dari 

tinjauan ini adalah untuk bergerak di luar bukti ataupun konsep dan usulan 

keuntungan yang berbeda dan keterbatasan yang berkaitan dengan pengembangan 

vaksin pada tanaman. Hal tersebut merupakan prosedur peraturan dalam 

mengembangkan vaksin secara substansial. Dan hal tersebut berbeda dengan vaksin 

yang dikembangkan pada hewan. Perkembangan dari tanaman transgenic untuk 

menghasilkan vaksin dapat dibawa oleh integrasi gen yang stabil ke dalam genom 

tanaman dan ini dapat mengubah tanaman dengan berbagai perubahan yang lebih 

baik seperti tanaman yang lebih kokoh dan hasil yang lebih memuaskan. 

  Kegiatan sosialisasi vaksin COVID-19 ini, dilakukan bersama dengan dokter 

dan juga menampilkan data yang akurat serta informasi yang jelas. Dalam 

pemaparan presentasi, dijelaskan pentingnya vaksinasi, dan informasiinformasi 

mengenai persiapan pelaksanaan vaksinasi. Ditegaskan juga mengenai pemahaman 
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masyarakat bahwa vaksin bukanlah obat, vaksin merupakan upaya pencegahan 

COVID-19. Jadi tetap harus berpedoman pada protocol kesehatan, dengan konsep 

5M. Seperti yang diketahui pelaksanaan vaksinasi menimbulkan argumen, ada 

masyarakat yang mau da nada juga masyarakat yang tidak mau melakukan vaksinasi 

dengan berbagai alasan mulai dari alasan penyakit bawaan, ibu hamil dan menyusui 

hingga berbagai alasan lainnya. Hal ini terjadi karena terdapat berita keliru yang 

menyebar dikalangan masyarakat mengenai kehalallan vaksinasi, seperti, isi yang 

terkandung dalam vaksin, daya guna serta terjaminnya vaksin, dan lain sebagainya. 

Padahal pemerintah telah memastikan hanya akan  menyediakan vaksin yang sudah 

terjamin melalui uji klinis yang telah ditetapkan WHO. Tujuan dari Vaksinasi 

Covid-19 yaitu untuk menurunkan Pasien Covid-19 maupun Korban Jiwa yang 

meninggal dikarenakan terkena virus corona. Vaksin Covid-19 juga dapat menjadi 

jalan keluar untuk menghentikan penyebaran virus corona. Hal ini terjadi karena 

dengan setelah pelaksanaan Vaksin Covid-19 maka tidak dapat menjadi penular bagi 

masyarakat. Dengan begitu maka vaksin covid-19 memiliki target untuk mencapai 

kekebalan kelompok yang bertujuan untuk mencegah adanya penyebaran virus 

corona di masyaarakat. Selain itu sebagai pelindung dan untuk memperkuat system 

kekebalan tubuh yang secara menyeluruh untuk masyaarakat. Selain itu juga 

bertujuan untuk menjaga produktivitas dan meniminalisasi dampak sosial dan 

ekonomi. (Faulin Nur & Rahman, 2021)  

  Yang dimaksud dengan untuk menjaga produktivitas dan menimalisasi 

dampak sosial dan ekonomi yaitu untuk dapat menghidupkan Kembali kegiatan 

perekonomian yang mati ataupun terhenti selama pandemic. Vaksin Covid-19 

bertujuan untuk menyembuhkan pasien dan sebagai penghenti penyebaran virus 

corona. Bagi masyarakat yang telah melaksanakan vaksinasi maka tidak akan 

menjadi penular bagi orang lain. Dengan demikian maka dapat dijadikan sebagai 

penghidupan Kembali untuk perekonomian negara yang sempat terhenti selama 

pandemic. Dengan begitu maka masyarakat dapat Kembali bekerja dan beraktivitas 

diluar rumah namun tetap diwajibkan untuk mematuhi protocol Kesehatan yang 

telah diberlakukan oleh Pemerintah. Protokol Kesehatan yang diberlakukan oleh 

masyarakat disebut dengan 5 M, antara lain Memakai Masker setiap beraktivitas 

diluar ruangan ataupun saat bekerja dan bertemu dengan masyarakat, Mencuci 

tangan sebelum masuk ruangan ataupun setelah berjabatan tangan dengan orang 

lain, tetap Menjaga jarak antar masyarakat, Menjauhi kerumunan dan sangat 

diharapkan untuk tidak berkerumun dan tidak lupa untuk Membatasi mobilitas dan 

Interaksi antar manusia.  

  Pelaksanaan Vaksinasi di Indonesia telah dilaksanakan pada Tahun 2020 dan 

yang mendapatkan Vaksin Covid-19 pertama di Indonesia adalah Presiden Republik 
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Indonesia yaitu Bapak Joko Widodo. Hal tersebut dilakukan dengan harapan dapat 

membangun rasa ingin melakukan vaksinasi pada masyarakat. Pemerintah sangat 

gencar dalam pelaksanaan vaksin Covid-19 dikarenakan tujuan dari vaksin tersebut 

dapat memulihkan negara seutuhnya. Namun, pada kenyataannya di tingkat 

Masyarakat terdapat pro dan kontra terkait dengan pelaksanaan Vaksinasi Covid-19 

ini. 

  Di tingkat masyarakat terjadi pro dan kontra terkait pelaksanaan vaksinasi di 

Indonesia. Sejumlah pihak mempertanyakan apakah vaksinasi untuk masyarakat 

merupakan hak ataukah kewajiban. Pemerintah melalui Wakil Menteri Hukum dan 

Hak Asasi Manusia menyampaikan bahwa vaksinasi Covid-19 merupakan bagian 

dari kewajiban seluruh warga negara untuk mewujudkan Kesehatan masyarakat. 

Namun sejumlah aktivis pada bidang Hak Asasi Manusia tegas menyatakan bahwa 

menolah vaksin adalah hak asasi rakyat (Kurniawan 2021).  

  Selain itu masyarakat juga menpertanyakan efektivitas dari vaksin Covid-19 

tersebut dengan dalih seperti tidak efektif, isu konspirasi, menimbulkan efek 

samping termasuk aspek kehalalannya, walaupun berkaitan dengan aspek 

kehalalannya telah dinyatakan suci dan halal oleh  Majelis Ulama Indonesia (MUI).  

  Banyak masyarakat hingga beberapa komunitas masyarakat yang 

mempertanyakan efektivitas dari Vaksin ini serta dampak yang muncul setelah 

pelaksanaan vaksin. Sejumlah masyaarakat juga mempertanyakan kejelasan atas 

pelaksanaan vaksinasi covid-19 ini berupa kewajiban ataukah hanya hak dari 

masyarakat yang mana artinya masyarakat masih memiliki pilihan untuk 

menjalankannya ataupun tidak menjalankannya. Dan beberapa masyarakat juga 

mempertanyakan mengenai kehalalan atas vaksin covid-19 ini. Mengingat bahwa 

masyaarakat Indonesia mayoritas beragama Islam dan dalam agama Islam, halal 

adalah sesuatu yang penting. Vaksin covid yang memang disuntikkan pada tubuh 

masyarakat dengan tujuan untuk menyembuhkan masyarakat dari Virus corona ini 

masih belum memiliki kejelasan mengenai kehalalannya. Namun, pemerintah 

melalui Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa 

pelaksanaan Vaksinasi Covid-19 ini merupakan kewajiban dari masyarakat 

dikarenakan negara yang dalam status Kedaruratan Kesehatan. Maka, masyarakat 

diharapkan melaksanakan vaksinasi covid untuk kebaikan bersama.  

  Bahkan terdapat daerah yang menyatakan bahwa masyarakat yang menolak 

vaksin covid-19 akan dikenakan denda. Sebagai contoh di DKI Jakarta, yang mana 

pada Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 2 Tahun 

2020 tentang Penanggulangan Covid-19 DKI Jakarta yang menyatakan bahwa setiap 

orang yang dengan sengaja menolak untuk dilakukan pengobatan dan/atau vaksinasi 

Covid-19 dapat dipidana dengan denda paling banyak sebesar Rp. 5.000.000.  
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  Akibatnya, sejumlah pihak yang kontra menyatakan bahwa pasal pada Perda 

tersebut bertentangan dengan Undang-Undang maupun hak atas Kesehatan yang 

tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Indonesia Tahun 1945. Sedangkan 

pihak yang pro menyatakan pasal tersebut secara khusus maupun adanya 

pelaksanaan vaksinasi di Indonesia secara umum adalah  bertujuan untuk 

menyelamatkan masyarakat dari wabah Covid-19.  

  Vaksin dianggap sebagai intervensi yang paling membutuhkan banyak waktu 

dan ratusan Lembaga global terlibat dalam kecepatan pengembangan vaksin. 

Keragu-raguan vaksin sedang meningkat, bervariasi di berbagai negara, dan 

dikaitkan dengan pandangan dunia konspirasi. Keragu-raguan vaksin dapat 

berdampak tidak baik bagi individu dan berpotensi penularan yang lebih luas bagi 

masyarakat. Seiring berjalannya waktu ditemukan banyak sekali informasi tentang 

Covid-19. Informasi yang beredar tercampur mulai dari informasi yang bersifat hoax 

dengan informasi yang resmi dan akurat. Keadaan ini memicu kecemasan dari 

berbagai kalangan bahkan menjadi reaktif dan negatif dengan banyaknya melakukan 

hal yang merugikan seperti menimbun alat Kesehatan. Situasi ini semakin memicu 

munculnya persoalan Kesehatan jiwa. Munculnya kabar yang memaparkan Covid-

19 sebagai penyebab kematian yang tinggi akhirnya mengaki batkan masyarakat 

mengalami kecemasan yang meningkat. Kecemasan akan kematian bila dirasakan 

secara berlebihan memicu munculnya kondisi emosional antara lain neurotisma, 

depresi, dan gangguan psikosomatis.  

  Vaksinasi ternyata memberikan kecemasan tersendiri bagi masyarakat. 

Kecemasan terjadi pada masa pandemic Covid-19 dan dirasakan juga saat ada 

program vaksinasi pada masyarakat. Sumber kekhawatiran masyarakat terkait 

vaksin Covid-19 adalah tentang keamanan dan kemanjuran vaksin, efek samping 

vaksin, kesalahpahaman kebutuhan vaksinasi, kurangnya kepercayaan pada ssistem 

layanan Kesehatan, dan juga kurangnya pengetahuan masyarakat penyakit Covid-19 

dapat dicegah dengan vaksin. Perasaan cemas yang dialami masyarakat dapat 

membuat masyarakat menjadi ragu atau tidak bersedia dilakukan vaksinasi. 

Kecemasan masyarakat sudah terjadi pada masa awal pandemic covid-19 dan 

berlanjut pada saat ada program pemberian vaksinasi pada masyarakat. Hasil studi 

menunjukkan bahwa ada hubungan kesediaan melakukan vaksinasi dengan 

kecemasan.  

  Masyarakat yang bersedia divaksin mengungkapkan bahwa mereka yakin 

vaksinasi dapat melindungi diri, keluarga dan orang lain. Sementara masyarakat 

yang menolak vaksin memiliki keraguan untuk terkait vaksin. Keraguan yang terjadi 

dapat disebabkan oleh keakuratan dari sumber informasi tentang Vaksinasi Covid-

19 dari Kementeriaan Kesehatan, program televisi, berita, tenaga Kesehatan, 
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scientific journals dan WHO website memiliki pengetahuan yang lebih baik 

dibandingkan dengan mengakses informasi dari social media platforms seperti 

Facebook, Instagram, WhatsApp dan Twitter. Informasi yang akurat dan terpercaya 

dapat membantu individu merenc anakan Tindakan yang tepat meskipun situasi 

tampak rentan dengan media yang menyajikan informasi yang tidak akurat. 

Sebaliknya informasi yang salah akan menciptakan respon ansietas dan kepanikan 

yang dapat menghambat respon individu dalam mengambil Tindakan yang tepat. 

Pengetahuan yang baik akan meningkatkan kesediaan pasien untuk divaksin. 

Pendidikan Kesehatan untuk masyarakat yang dilakukan secara komprehensif akan 

dapat meningkatkan pengetahuan, kesediaan divaksin dan penurunan kecemasan 

(Atau and Warga 2021).  

  Awal Mei 2020, Oxford Coronavirus Explanations, Attitudes, and Narratives 

Survey (OCEANS) berfokus pada kepercayaan konspirasi virus corona dan 

kepatuhan terhadap pedoman jarak sosial pemerintah. Ketika survei dilakukan para 

responden ditanya apakah mereka akan menerima vaksin COVID-19, 47,5% 

menjawab pasti, 22,1% mungkin, 18,4% mungkin, 7,3% mungkin tidak, dan 4,8% 

pasti tidak.Jadi banyaknya informasi mengenai pandemik covid-19 serta vaksin akan 

memengaruhi kecemasan masyarakat. Kecemasan masyarakat tentu akan 

berpengaruh terhadap penurunan imunitas seseorang serta penerimaan seseorang 

terhadap vaksin covid-19. Disisi lain, penurunan imunitas akan meningkatkan 

seseorang terpapar virus korona. Di Indonesia sendiri program vaksinasi Covid 19 

masih menimbulkan tanggapan yang beragam dari masyarakat. Sehingga peneliti 

melakukan penelitian ini dengan tujuan untuk mendeskripsikan gambaran 

kecemasan masyarakat terhadap vaksin Covid -19 dan hubungannya dengan 

kesediaan untuk dilakukan vaksinasi.  

  Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun 

sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan 

ekonomis sesuai dengan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 

tentang Kesehatan. Karena itu Kesehatan merupakan dasar dari diakuinya derajat 

kemanusiaan. Tanpa Kesehatan, seseorang menjadi tidak sederajat secara 

kondisional. Tanpa Kesehatan, seseorang tidak akan mampu memperoleh hak-hak 

lainnya. Sehingga Kesehatan menjadi salah satu ukuran selain tingkat pendidikan 

dan ekonomi, yang menentukan mutu dari sumber daya manusia (Cahyono 2019).  

 

2.3.  Hak Asasi Manusia  

  Manusia dan HAM adalah dua kata yang sulit untuk dipisahkan. Sejak 

kelahirannya di bumii manusia lahir dengan membawa hak-hak kodrat yang melekat 

integral dalam hidupnya. Pada dasarnya manusia adalah makhluk bebas. 
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Sebagaimana pendapat Jean Jaquas Rousseau bahwa manusia akan semakin 

berkembang potensinya dan merasakan nilainilai kemanusiaan dalam suasana 

kebebasan alamiah.   

  Kebebasan merupakan tuntutan manusia sebagai makhluk individu. Di sisi 

lain manusia adalah makhluk soaial. Manusia tidak dapat hidup sendiri, dia selalu 

hidup di tengah-tengah sosialitasnya, baik itu kelompok kecil masyarakat, suku, 

bangsa atau negara. Dalam kedudukan manusia sebagai makhluk sosial inilah 

masalah HAM menjadi sangat kompleks. Banyak benturan manusia yang satu 

dengan manusia yang lain, kelompok yang satu dengan kelompok yang lain. Hak 

dan kebebasan secara alamiah dimiliki setiap manusia. Dalam hidup berkelompok 

hak ini diambil atau didelegasikan kepada kelompoknya untuk pengaturan hidup 

bersama. Dalam perkembangannya kelompok masyarakat menjadi semakin kuat, 

sehingga manusia hanya sebagai sub ordinasi dari tata kehidupan yang berlaku. 

Hidup dan kebebasan manusia diabaikan untuk kelompok. Saat itulah hak yang 

melekat pada manusia sudah terampas (Irawan and others 2021).  

  Hak asasi manusia yang dianut Indonesia bersumber dari Pancasila sebagai 

filsafat bangsa dan negara. Secara konseptual HAM yang terkandung dalam 

Pancasila mengakomodasi aspek manusia sebagai makhluk individu dan makhluk 

sosial. Pengakuan tentang HAM secara prinsipial tercermin dalam sila kedua 

(Pancasila). Konsep dasar HAM yang masih bersifat abstrak perlu dijabarkan dalam 

konsep yang lebih kongkrit, sehingga mempunyai kekuatan hukum dalam 

pelaksanaannya. Pelaksanaan HAM sangat tergantung dari good will penguasa. 

Penguasa meletakkan lembaga yang legal mempunyai kekuatan untuk memaksa 

kehendaknya pada masyarakat. Ia menguasai alat-alat represif. Dalam kondisi 

semacam ini kadang-kadang pelaksanaan HAM tidak lebih daripada mencari 

legitimasi kekuasaan untuk mengukuhkan pemerintahannya. Selain itu factor 

penting pelaksanaan HAM adalah pengakuan resmi Negara tentang HAM dalam 

wujud nyata, yaitu deklarasi yang dikuatkan dengan Undang-undang. Adanya 

landasan yuridis rormal HAM ini setidak-tidaknya pelanggaran terhadap HAM bisa 

dieleminir.  

 

2.3.1. Konsep Hak Asasi Manusia dan Penegakan Pelanggaran Hak Asasi 

Manusia 

  Hak merupakan unsur normatif yang melekat pada diri setiap manusia yang 

dalam penerapannya berada pada ruang lingkup hak persamaan dan hak kebebasan 

yang terkait dalam interaksinya antara individu atau instansi. HAM adalah hak dasar 

yang dimiliki manusia sejak manusia itu dilahirkan. HAM dapat dirumuskan sebagai 

hak yang melekat pada kodrat hidup sebagai manusia. Hak ini dimiliki oleh manusia 
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semata-mata ia manusia, bukan karena pemberian masyarakat atau pemberian 

negara. Maka HAM itu tidak tergantung dari pengakuan manusia lain, masyarakat 

lain, atau negara lain. Masalah HAM adalah sesuatu hal yang sering kali dibicarakan 

dan lebih diperhatikan dalam era reformasi ini. HAM lebih dijunjung tinggi dan 

lebih diperhatikan dalam era reformasi daripada era sebelumnya.  

  Secara teoritis HAM adalah hak yang melekat pada diri manusia yang bersifat 

kodrati dan fundamental sebagai suatu anugerah Allah yang harus dihormati, dijaga 

dan dilingungi. Hakekat HAM sendiri adalah merupakan upaya menjaga 

keselamatan eksistensi manusia secara utuh melalui aksi keseimbangan antara 

kepentingan perseorangan dengan kepentingan umum. Begitu pula upaya 

menghormati, melindungi dan menjunjung tinggi HAM menjadi kewajiban dan 

tanggung jawab bersama antara invididu. Pemerintah (aparatur pemerintah baik sipil 

maupun militer) dan negara (Widya Antari and others 2019).  

  HAM diperoleh dari penciptanya yaitu Tuhan Yang Maha Esa, merupakan 

hak yang tidak dapat diabaikan sebagai manusia, ia makhluk Tuhan yang 

mempunyai yang tinggi. HAM ada dan melekat pada setiap manusia, oleh karena itu 

bersifat universal, artinya berlaku dimana saja dan untuk siapa saja serta tidak dapat 

diambil oleh siapapun. Hak ini dibutuhkan manusia selain untuk melindungi diri dan 

martabat kemanusiaannya juga digunakan sebagai landasan moral dalam bergaul 

atau berhubungan dengan sesama manusia.  

  Pada setiap hak melekat kewajiban. Karena itu selain ada HAM, ada juga 

kewajiban yang harus dilaksanakan demi terlaksananya atau tegaknya HAM. Dalam 

menggunakan HAM, kita wajib untuk memperhatikan, menghormati dan 

menghargai hak asasi yang dimiliki oleh orang lain, Kesadaran terhadap HAM, 

harga diri, harkat dan martabat kemanusiaannya yang sudah ada sejak manusia itu 

diahirkan dan merupakan hak kodrati yang melekat pada diri manusia (Al-fatih and 

Aulia 2021).  

  Dalam hukum dasar negara Indonesia yaitu dalam UUD RI 1945 (sebelum 

diamandemen), istilah Hak Asasi Manusia (HAM) tidak terdapat baik dalam 

Pembukaan, Batang Tubuh maupun Penjelasannya, tetapi tercantum Hak Warga 

Negara dan Hak Penduduk yang dikaitkan dengan kewajibannya, antara lain 

tercantum dalam pasal 27, 28, 29, 30, dan 31. Meskipun demikian, bukan berarti 

HAM kurang mendapat perhatian, karena susunan peraturan UUD 1945 tersebut 

adalah inti-inti dasar kenegaraan. Dari pasal-pasal tersebut terdapat 5 (lima) pokok 

mengenai HAM yang terdapat dalam Batang Tubuh UUD RI 1945, yaitu:  

1. Kesamaan kedudukan dan kewajiban warga negara di dalam hukum dan 

pemerintahan (Pasal 27 ayat 1).  

2.  Hak setiap warga negara atas peke rjaan dan penghidupan yang layak (pasal 27 

ayat 2).  
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3.  Hak kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lesan 

dan tulisan sebagaimana yang ditetapkan dengan UU (pasal 28).  

4.  Hak kebebasan asasi untuk mem,eluk agama bagi penduduk dijamin negara 

(pasal 28 ayat 1).  

5.  Hak atas pengajaran (pasal 31 ayat 1).  

UUD 1945 (sesudah diamandemen), HAM tercantum di dalam Pasal 28 a 

sampai 28 j. HAM adalah sebagai hak-hak dasar atau pokok yang melekat pada 

manusia yang tanpa hak-hak dasar tersebut manusia tidak dapat hidup sebagai 

manusia.  

 

2.3.2.  Definisi Hak Asasi Manusia  

  Secara etimologis, hak asasi manusia dapat dibagi menjadi 3 (tiga) akar kata 

yakni, kata “hak”, kata “asasi” dan kata “manusia”.20 Adapun yang dimaksud 

dengan hak dalam Bahasa Arab yaitu haqqa, yahiqqu, ataupun haqqaan yang artinya 

benar, pasti, nyata, tetap dan wajib.21 Oleh karenanya, hak dapat didefinisikan 

sebagai kewenangan atau kewajiban untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. 

Sedangkan, asasi berasal dari bahasa Arab pula yakni dari kata assa, yaussu, ataupun 

asasaan yang artinya membangun, mendirikan, meletakkan, yang dalam hal ini 

dalam disamakan dengan asal, asas, pangkal, dan dasar.22 Oleh karena itu, asasi 

dapat didefinisikan sebagai segala sesuatu yang bersifat mendasar dan fundamental 

yang selalu melekat pada objeknya dan manusia yang ditinjau dalam perspektif 

bahasa Indonesia23 memiliki arti sebagai umat ciptaan Tuhan yang berakal budi. 

Sehingga, yang dimaksud dengan hak asasi manusia yakni sebagai hak-hak 

mendasar pada diri manusia (Suny 1966).  

  Menurut Hendarmin Ranadireksa, hak asasi manusia merupakan seperangkat 

ketentuan atau aturan untuk melindungi warga negara dari kemungkinan penindasan, 

pemasungan dan/atau pembatasan ruang gerak warga negara oleh negara, sedangkan 

menurut Kuntjoro Purbopranoto, yang dimaksud dengan hak asasi manusia 

merupakan suatu materi yang amat melekat pada hakikat dan hidup manusia dalam 

perjalanan sejarahnya, yang tumbuh dan berkembang ketika hak-hak asasi tersebut 

oleh manusia mulai diperhatikan dan diperjuangkan terhadap serangan ataupun 

bahaya, khususnya sebagai ekses atas kekuasaan yang dimiliki oleh negara (staat), 

sehingga inti persoalannya yakni berkaitan pada hubungan antara manusia (individu) 

dan masyarakat, yang dilindungi oleh negara-negara modern dalam suatu peraturan 

perundang-undangan dan menjadi hukum positif tertulis.  

  Jimly Asshiddiqie mendefinisikan hak asasi selain sebagai hak mendasar yang 

dimiliki umat manusia juga merupakan hak yang secara konstitusional wajib untuk 

dihormati (respected), dilindungi (protected), bahkan dipenuhi (fulfilled) oleh negara 
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mengingat adanya rumusan Pasal 28I ayat (4) UUD 1945 yang berbunyi, 

“Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah 

tanggung jawab negara, terutama pemerintah“, dan dalam hal ini wajib untuk diatur 

dalam peraturan perundang-undangan nasional sebagaimana ditegaskan pada Pasal 

28I ayat (5) UUD 1945 yang berbunyi,”Untuk menegakkan dan melindungi hak 

asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka 

pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan 

perundang-uandanga.” 

  Sedangkan dalam peraturan perundangundangan nasional, Hak Asasi Manusia 

telah diundangkan dalam UU Hak Asasi Manusia, dan secara khusus definisi Hak 

Asasi Manusia dapat disimak pada Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 angka (1) yang 

berbunyi,”Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakekat 

keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan 

anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, 

hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat 

dan martabat manusia“.  

  Sehingga dapat disimpulkan, bahwa sesungguhnya hak asasi manusia dalam 

manifestasinya, dapat dijabarkan sebagai bagian yang melekat pada manusia yang 

merupakan hak-hak mendasar dalam diri manusia tersebut, dan tercipta sebagai 

akibat suatu kesepakatan antara rakyat dengan pihak penguasa (negara) yang 

kemudian wajib bagi negara (penguasa) untuk menjamin, melindungi, menegakkan 

dan memenuhinya dan sebagai jaminan kepastian hukum, maka harus dicantumkan 

suatu peraturan perundang-undangan nasional di dalamnya (Supriyanto 2014).  

 

2.3.3. Perkembangan Hak Asasi Manusia 

  Berbicara konsep Hak Asasi Manusia, perlu dikaji dari konsep manusia 

sebagai pribadi memiliki hak pribadi (personal rights) yang kemudian berubah 

menjadi hak asasi manusia (human rights), dan hal tersebut sebagai akibat kodrat 

manusia sebagai makhluk politik (zoon politicon).30 Sesungguhnya istilah hak asasi 

manusia berkembang akibat produk sejarah, di mana terdapat banyak istilah yakni 

hak asasi atau hak dasar, hak kodrat, hak dan kebebasan dasar manusia (dalam 

Konstitusi Republik Indonesia Serikat serta Undang-Undang Dasar Sementara 

Tahun 1950) dan Hak dan Kewajiban Asasi Warga Negara. Adapun menurut 

Philipus Mandiri Hadjon, istilah tersebut muncul dari pemikir “Natural Law” yakni 

adanya natural rights yang muncul pada Abad Ke-XVII31. Adapun hak tersebut 

sifatnya kodrati dalam arti kodrat yang menciptakan hak, setiap orang lahir dengan 

hak tersebut, serta hak tersebut dimiliki manusia dalam keadaan alamiah dan dibawa 

dalam setiap hidup bermasyarakat. Kemudian pada Abad Ke-XVIII, terjadi 
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pergeseran konsep, bahwa Natural Rights kemudian mempunyai watak sekuler, 

rasional, universal, individual, demokratik dan radikal. Dan pada Abad Ke-XIX 

kemudian muncul istilah Human Rights hingga akhirnya pada Abad Ke-XX, 

muncullah istilah Fundamental Rights, dan konsep ini menjelmakan natural rights 

menjadi Positive Legal Rights (Irawan and others 2021).  

  Kemudian, terdapat 2 (dua) jenis hak, yakni berupa hak hukum (legal rights) 

yang dapat didefinisikan sebagai hak seseorang dalam kapasitasnya sebagai subjek 

hukum yang secara legal tercantum dalam hukum yang berlaku serta hak alamiah 

(natural rights), dalam hal ini merupakan hak manusia in toto (alamiah, ap a 

adanya), dan menurut Jimly Asshiddiqie, disebutkan bahwa pembagian hak dapat 

dibagi menjadi 2 (dua) yakni hak hukum (legal rights) yang lebih ditekankan pada 

peraturan perundang-undangan di bawah hukum dasar negara, sedangkan hak 

konstitusional (constitutional rights) dijamin dan diatur dalam hukum dasar negara, 

bilamana berbicara dalam konteks ketatanegaraan Indonesia, maka dikaji dari UUD 

194534 atau dengan kata lain, bahwa hak hukum lebih menekankan pada segi 

legalitas formal, sedangkan hak alami lebih menekankan dalam sisi alamiah manusia 

(naturally human being) disebut sebagai inalinable rights atau hak yang tidak 

terpisahkan dari dimensi kemanusiaan manusia.  

 

2.3.4. Pelanggaran Hak Asasi Manusia  

  Pelanggaran hak asasi manusia dikategorikan atas 2 (dua) macam yaitu 

pelanggaran biasa (isolated crime), dan pelanggaran hak asasi manusia berat (gross 

violation of human rights) atau sering disebut extra ordinary crimes. Dilihat dari segi 

hubungan hukum dan hak asasi manusia, maka pada prinsipnya pelanggaran hak 

asasi manusia adalah pelanggaran hukum.  

  Pelanggaran hak asasi manusia biasa akan diadili lewat badan peradilan 

umum, baik perdata maupun pidana bagi rakyat sipil, sedangkan bagi militer berlaku 

proses peradilan militer, di mana pelakunya adalah perorangan, atau beberapa orang, 

dan korbannya juga terbatas, serta motif perbuatannya hanya berkisar pada masalah 

pribadi. Sedangkan kejahatan hak asasi manusia berat ciricirinya yakni berdampak 

secara luas (skala nasional atau internasional); menimbulkan kerugian baik materiil 

maupun immaterial yang mengakibatkan perasaan tidak aman baik terhadap 

perorangan maupun masyarakat; serta pelanggaran hak asasi manusia berat bukan 

semata-mata masalah hukum (legal heavy), tetapi juga sarat dengan masalah politik 

(political heavy) 35 baik berupa kejahatan terhadap kemanusiaan dan genosida 

sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000.  

  Adapun Ifdhal Kasim mencoba menguraikan unsur-unsur kejahatan (element 

of crimes) suatu perumusan delik pelanggaran berat hak asasi manusia, yakni bahwa 
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unsur-unsur kejahatan tersebut harus mencakup unsur obyektif (actus reus) dan 

unsur subyektif (mens rea). Unsur obyektif adalah perbuatan yang memenuhi 

rumusan undangundang dan bersifat melawan hukum serta tidak adanya alasan 

pembenar, sedangkan unsur subyektif adalah mencakup unsur kesalahan dalam arti 

luas dan kemampuan bertanggungjawab, adanya unsur kesengajaan atau kealpaan 

serta tidak adanya alasan pemaaf. 

   Khusus untuk kejahatan terhadap kemanusiaan dan kejahatan hak asasi 

manusia berat terdapat prinsip umum mengacu pada Statuta Roma 1998, bahwa 

unsur-unsur kejahatan atau the elements of crime terdiri dari unsur material yakni 

berupa adanya perbuatan (conduct), adanya akibatakibat yang ditimbulkan dari 

perbuatan tersebut (consequences), serta adanya keadaan-keadaan yang menyertai 

perbuatan tersebut. Kedua, unsur mental (mental element) yakni terdiri atas yang 

relevan adalah unsur kesengajaan (intent) serta adanya pengetahuan (knowledge, 

atau kedua-duanya. Pasal 30 Statuta Roma 1998 menyatakan adanya kesengajaan 

apabila sehubungan dengan perbuatan (conduct) tersebut si pelaku berniat untuk 

melakukan atau turut serta melakukan perbuatan tersebut. Berkaitan dengan 

akibatnya (consequences) si pelaku berniat untuk menimbulkan akibat tersebut atau 

sadar (aware) bahwa pada umumnya akan terjadi dalam kaitan dengan perbuatan 

tersebut. Sedangkan pengetahuan, (knowledge) diartikan sebagai kesadaran terhadap 

suatu keadaan atau akibat yang akan timbul. Tahu atau mengetahui harus ditafsirkan 

dalam rangka tersebut (Juanda 2020).  

  Yang harus mendapat perhatian khusus dalam kejahatan terhadap 

kemanusiaan 2 (dua) elemen di atas yang menggambarkan konteks dalam hal mana 

perbuatan terjadi, yaitu perbuatan tersebut dilakukan sebagai bagian dari serangan 

yang meluas (widespread) atau sistematik (systematic) ditujukan pada penduduk 

sipil serta keharusan adanya pengetahuan (with knowledge) pelaku bahwa perbuatan 

yang dilakukan merupakan bagian dari /atau dimaksudkan untuk menjadi bagian 

dari serangan yang meluas dan sistematis terhadap penduduk sipil.  

  Kemudian, Ifdhal Kasim memberikan gambaran singkat terkait terdapat 

penambahan prinsip lain bahwa unsur-unsur kejahatan terdiri atas: (i) unsur material 

yang berfokus pada perbuatan (conduct), akibat (consequences) dan keadaan-

keadaan (circumstances) yang menyertai perbuatan; (ii) unsur mental yang relevan 

dalam bentuk kesengajaan (intent), pengetahuan (knowledge) atau keduanya.  

 

2.3.5. Tanggung Jawab Negara Menegakkan Hak Asasi Manusia 

  Dalam upaya penegakan hak asasi manusia, Ketetapan MPR Republik 

Indonesia Nomor XVII/ MPR/1998 yang kemudian ditegaskan dalam UU Hak Asasi 

Manusia, menugaskan kepada Pemerintah dalam arti luas, Presiden, Komisi 
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Nasional Hak Asasi Manusia dan Badan Pengadilan Hak Asasi Manusia dan 

masyarakat Indonesia. Penegakan Hak Asasi manusia sama halnya dalam penegakan 

hukum: maka akan sangat dipengaruhi oleh 4 (empat) faktor yaitu:  

a.  Adanya aturan hukum tentang hak asasi manusia yang jelas;  

b.  Adanya unsur pelaksana yang sering disebut penegak hukum, seperti polisi, 

jaksa, hakim, lembaga mediasi lainnya, yang bermoralitas baik dan terpuji;  

c.  Adanya sumber dana dan daya atau sarana dan prasarana yang memadai;  

d.  Adanya dukungan atau kesadaran hukum dalam masyarakat.  

  Dengan demikian, masalah penegakan hak asasi manusia bukan hanya 

masalah aturan hukum semata, melainkan dalam pelaksanaannya berkaitan dengan 

masalah sosial, budaya, ekonomi dan pendidikan masyarakat, dalam hal ini, UU Hak 

Asasi Manusia menegaskan bahwa dalam rangka perlindungan, pemajuan, 

penegakan hak asasi manusia adalah tanggung jawab pemerintah.  

  Pada prinsipnya penegakan hak-hak yang berkaitan dengan hak sipil dan 

politik tanggung jawab negara bersifat mutlak dan mengikat. Artinya, bila terjadi 

pelanggaran terhadap hak-hak tersebut satu-satunya negara yang berkewajiban 

menjaga, melindungi dan memulihkannya, karena hak-hak sipil dan politik adalah 

hak-hak yang bersifat universal. Bilamana negara atau pemerintah (sebagai state 

actor) melakukan pelanggaran hak asasi manusia maka akan dituntut di Pengadilan 

Hak Asasi Manusia nasional, bahkan Pengadilan Kejahatan Internasional. Sementara 

untuk hak-hak ekonomi, sosial dan budaya tidak bersifat universal, dalam arti harus 

“disesuaikan dengan kemampuan sumber daya negara”, namun bilamana pemerintah 

belum mampu memenuhinya maka tidak bisa dituntut dan diadili di pengadilan, dan 

dalam hal ini, pemerintah tetap bertanggungjawab secara moral melalui kebijakan 

yang ditetapkannya berkaitan dengan pemenuhan hak-hak ekonomi, sosial dan 

budaya.  
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BAB III  

PEMBAHASAN   

 

 

3.1.  Tanggung Jawab Negara terkait Covid-19  

  Meningkatnya kasus Virus Covid-19 di Dunia sangatlah pesat dan 

permasalahan tersebut juga dirasakan di Indonesia yang meningkatnya Pasien 

Covid-19 hingga Jumlah Kematian yang ada. Di Indonesia telah tercatat terdapat 

lebih dari 37.420 orang yang terinfeksi, dan terdapat lebih dari 2.091 orang yang 

meninggal dunia. Namun, terdapat lebih dari 13,776 orang yang dinyatakan sembuh 

dari virus Covid-19 dan sangat diharapkan akan terus meningkat. Kekacauan ini 

terjadi di Indonesia dikarenakan masyarakat yang masih lalai atas kebijakan 

Pemerintah untuk menjaga jarak maupun menggunakan masker (Huang 2021).     

  Dalam memerangi Corona Virus ini serta dengan tujuan untuk mencegah 

penyebaran Virus ini, Pemerintah Negara Republik Indonesia memutuskan untuk 

mengeluarkan kebijakan ataupun kebijakan yang diharapkan dapat mencegah 

penyebaran Corona Virus di Indonesia. Salah satunya diterbitkanya Peraturan 

Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar atau 

disebut dengan PSBB. Peraturan yang telah diterbitkan ini tentunya setelah melewati 

banyaknya pertimbangan dari Pemerintah dan menyesuaikan dengan keadaan sosial 

masyarakat di Indonesia. Kebijakan ini tentunya juga telah diberlakukan di Seluruh 

Negara di dunia.  

  Vaksin dianggap sebagai salah satu Kesehatan masyarakat yang paling vital 

dan merupakan penemuan yang fenomenal selama abad ke-20. Aspek hilir dalam 

mendefinisikan kekuatan, kelemahan dan juga potensi aplikasi vaksin yang 

dikembangkan pada hewan maupun tumbuhan telah dipelajari secara ekstensif pada 

baru baru ini mengingat banyaknya negara yang dalam status kedaruratan Kesehatan 

setelah munculnya virus corona ini. Penelitian sekarang telah dilakukan dalam masa 

perkembangan seperti vaksin pada tanaman dengan menggunakan beberapa strategi 

seperti proses produksi tanaman transgenic yang dapat mengekspresikan protein 

yang dapat lebih lanjut dimanfaatkan dalam skala yang besar dan berupa vaksin 

untuk tumbuhan (Kurniawan 2021).  

  Vaksin ini dimodifikasi sedemikian rupa sehingga dapat menghasilkan 

ketahanan terhadap berbagai penyakit seperti penyakit malaria, demam berdarah, 

covid-19 dan penyakit lainnya yang disebabkan oleh adanya virus. Tujuan dari 

tinjauan ini adalah untuk bergerak di luar bukti ataupun konsep dan usulan 

keuntungan yang berbeda dan keterbatasan yang berkaitan dengan pengembangan 

vaksin pada tanaman. Hal tersebut merupakan prosedur peraturan dalam 
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mengembangkan vaksin secara substansial. Dan hal tersebut berbeda dengan vaksin 

yang dikembangkan pada hewan. Perkembangan dari tanaman transgenic untuk 

menghasilkan vaksin dapat dibawa oleh integrasi gen yang stabil ke dalam genom 

tanaman dan ini dapat mengubah tanaman dengan berbagai perubahan yang lebih 

baik seperti tanaman yang lebih kokoh dan hasil yang lebih memuaskan.  

  Dengan adanya virus corona ini menyebabkan Pemerintah Indonesia 

menyatakan bahwa Indonesia dalam status kedaruratan Kesehatan melalui surat 

Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020. Dalam lembar surat Keputusan Presiden 

Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat 

Corona Virus Disease 2019 atau disebut dengan Covid-19 ini menetapkan Corona 

Virus Disease 2019 (Covid-19) sebagai jenis penyakit yang menimbulkan 

Kedaruratan Kesehatan Masyarakat. Hal tersebut dikarenakan sejak adanya virus 

Corona ini tingkat pasien covid-19 tidak kunjung melandai ataupun menurun. Hal 

sebaliknya terjadi yaitu peningkatan pasien covid-19 maupun korban jiwa yang 

meninggal karena virus corona ini. Oleh karena itu, melalui Keputusan Presiden 

Nomor 11 Tahun 2020 Pemerintah menyatakan bahwa Indonesia dalam masa 

Darurat Kesehatan yang menyebabkan Indonesia diwajibkan melakukan Pembatasan 

Sosial Berskala Besar atau disebut dengan PSBB (Aditia 2021).  

  Selain itu, dalam Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 juga menetapkan 

bahwa Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (Covid19) di 

Indonesia ini wajib dilakukan upaya penanggulangan sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini, maka yang dimaksud dengan 

Penanggulangan Penyebaran Corona Virus yaitu dengan pemberlakuan pembatasan 

sosial dan juga melaksanakan 5M. Pada poin terakhir dalam surat Keputusan 

Presiden Nomor 11 Tahun 2020 juga menetapkan bahwa Keputusan Presiden ini 

mulai berlaku pada tanggal yang ditetapkan. Dalam Keputusan Presiden Nomor 11 

Tahun 2020 ini mulai berlaku pada Tanggal 31 Maret 2020 (Atau and Warga 2021).  

  Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia 

diharapkan dapat melindungi hak dasar manusia, baik perseorangan maupun 

masyarakat, dan menjadi dasar dalam penegakan, kepastian hukum, keadilan dan 

perasaan aman baik perseorangan maupun masyarakat terhadap pelanggaran hak 

asasi manusia. Sebagai negara tentunya wajib memberikan perlindungan bagi warga 

negaranya (Rahmadhany and others 2021).  

  Pandemic ini merupakan sebuah tantangan bagi manusia itu sendiri dan 

negara. Manusia sendiri juga tentunya wajib bertanggung jawab atas Kesehatan 

dirinya endiri maupun Kesehatan manusia yang lainnya. Tetapi tidak bisa dipungkiri 

bahwa pasti ada saja seseorang yang tidak bisa menjaga dan bertanggung jawab atas 

dirinya maupun orang lain, sehingga negara perlu membuat aturan-aturan agar 
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warganya bisa saling menjaga. Dengan dibuatnya aturan tersebut, maka diharapkan 

setiap warga mematuhinya agar pandemic Covid-19 mulai pulih dan segera tuntas.  

  Melihat dinamika penangan Covid-19 di Indonesia, ada beberapa sector yang 

perlu mendapatkan perhatian karena berhubungan dengan hajat hidup orang banyak. 

Sector tersebut perlu untuk dikaji, apakah dalam hal ini negara sudah hadir untuk 

memberikan perlindungan dan pemenuhan HAM di dalamnya, terutama selama 

pandemic Covid-19 ini. Beberapa sector tersebut diantaranya :  

1. Kesehatan  

  Indonesia sudah menghadapi kondisi buruk ini berjalan selama lebih dari 2 

tahun lamanya. Dalam jangka waktu tersebut, setiap harinya angka positif terus 

naik dan tidak mereda. Upaya pemenuhan hak atas Kesehatan dapat dilakukan 

dengan berbagai macam cara yang berupa pencegahan dan penyembuhan. Upaya 

pencegahan meliputi penciptaan kondisi yang layak bagi Kesehatan, baik 

menjamin ketersediaan pangan dan pekerjaan, perumahan yang baik, dan 

lingkungan yang sehat. Sedangkan upaya penyembuhan dilakukan dengan 

penyediaan pelayanan Kesehatan yang optimal (Christianto 2020).  

  Dalam pandemic ini, Pemerintah berperan besar untuk keselamatan setiap 

individu dalam yuridiksi negara yang bersangkutan. Negara wajib bertanggung 

jawab atas Kesehatan warga negaranya terdapat pada Undang-Undang Nomor 23 

Tahun 1992 tentang Kesehatan Pasal 9 yang menyebutkan bahwa Pemerintah 

bertanggung jawab untuk meningkatkan derajat Kesehatan masyarakat. System 

regulasi yang bagus dan jelas antara Pemerintah pusat dan Pemerintah daerah 

dapat diterapkan secara efektif, apabila para penegak hukum dan Pemerintah 

memiliki integritas tinggi serta masyarakat menaati kebijakan yang dikeluarkan 

oleh pemerintah dalam menangani Pandemi virus Covid-19 ini (Analysis and 

others 2021).  

2. Pendidikan  

  Secara umum, tanggung jawab negara dalam pemenuhan HAM termasuk 

di dalamnya hak atas pendidikan, sudah semakin ditegaskan dalam Undang-

Undang Dasar 1945. Sementara itu, secara khusus pengaturan dan jaminan terkait 

dengan hak atas pendidikan ditegaskan dalam Pasal 28C ayat 1 dan Pasal 28E 

ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Pasal 28C ayat (1) UUD 1945 berbunyi 

sebagai berikut: “Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan 

kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari 

ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas 

hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia. Sementara itu, Pasal 28E ayat 

(1) UUD 1945 berbunyi sebagai berikut: “Setiap orang bebas memeluk agama 

dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih 
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pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara 

dan meninggalkannya, serta berhak Kembali.  

  Pendidikan merupakan hal yang sangat penting bagi semua orang. Tidak 

hanya anak-anak, tetapi untuk orang tua juga penting. Hanya saja jaman dulu di 

Indonesia, Pendidikan sangat kurang, dan hanya orang-orang tertentu saja yang 

bisa mendapatkan pendidikan yang layak. Dengan seiring berjalannya waktu 

akhirnya diputuskan pada Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang 

Wajib Bejalar. Wajib belajar ini diselenggarakan selama 12 tahun, yaitu Sekolah 

Dasar, Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menengah Akhir (Akbar 2021).  

  Pada masa pandemi ini, sekolah maupun perkuliahan tidak bisa melakukan 

kegiatan seperti biasanya. Merujuk pada Surat Edaran Mendikbud Nomor 3 

Tahun 2020 tentang Pencegahan Covid-19 pada Satuan Pendidikan, dan Nomor 

36962/MPK.A/HK/202032 maka kegiatan belajar mengajar pun dilakukan secara 

online dalam rangka pencegahan penyebaran Covid-19. Sebagai upaya 

menunjang pembelajaran daring yang membutuhkan kuota internet, Pemerintah 

melalui Surat Keputusan Bersama (SKB) 4 Menteri memberikan subsidi kuota 

gratis bagi pelajar, guru, mahasiswa dan dosen selama 4 bulan mulai September 

hingga Desember 2020. Kebijakan ini diharapkan bisa membantu aktifitas 

pembelajaran daring selama masa pandemi Covid-19.  

  Selain beberapa kebijakan tersebut, Pemerintah melalui Kementerian 

Pendidikan Kebudayaan dan Pendidikan Tinggi, meluncurkan program 

Kurikulum Merdeka Belajar atau KMB. Kurikulum tersebut berlaku bagi jenjang 

pendidikan tinggi yang memperoleh proses konversi Sistem Kredit Semester atau 

KRS menjadi lebih praktis, efektif dan efisien. Kegiatan pengabdian masyarakat 

yang dilakukan oleh mahasiswa dengan menjadi relawan Covid-19. Melalui 

beragam program tersebut, Pemerintah berupaya untuk menjamin pemenuhan 

hak masyarakat secara beriringan, baik di bidang pendidikan maupun Kesehatan 

sekaligus.  

3. Sosial  

  Sistem Jaminan Sosial Nasiopnal atau SJSN merupakan program negara 

yang bertujuan memberikan kepastian perlindungan hak asasi manusia dan 

kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 

28H Ayat 1, ayat 2 dan ayat 3 serta Pasal 34 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang 

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Selain itu, dalam Ketetapan 

Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor X/MPR/2001, Presiden ditugaskan 

untuk membentuk system jaminan sosial nasional dalam rangka memberikan 

perlindungan sosial bagi masyarakat yang lebih menyeluruh dan terpadu 

(Gautama and Prayoga 2021).  
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  Pandemi ini telah mengakibatkan lumpuhnya perekonomian Indonesia, 

maka peran SJSN sangat penting bagi masyarakat yang membutuhkan terutama 

bagi yang kurang mampu. Dijelaskan pada Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang 

Dasar Negera Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyebutkan bahwa negara 

mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan 

masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan. 

Dengan begitu negara wajib memberikan SJSN ini agar masyarakat di Indonesia 

merasa bahwa hidup mereka tidak hanya sebatas warga negara, tetapi mereka 

akan merasa bahwa mereka dilindungi oleh negaranya sendiri.  

  Selain itu, dalam konteks kegiatan sosial seperti beribadah di masjid, 

mushola, gereja, vihara, dan sebagainya, Pemerintah memberikan regulasi 

tertentu melihat pada perkembangan transmisi Covid-19. Umat beragama 

diperbolehkan beribah di rumah ibadah mereka secara bersama-sama dengan 

menerapkan protocol Kesehatan, misalnya dengan menjaga jarak antar shaf atau 

antar jamaah, mencuci tangan, memakai masker dan standar protocol Kesehatan 

lainnya. Sementara bagi daerah dengan zona merah atau diatasnya, rumah ibadah 

untuk sementara ditutup dan masyarakat dianjurkan untuk beribadah di rumah 

masing-masing. Hal ini merupakan bagian dari pemenuhan hak masyarakat di 

bidang sosial keagamaan di tengah pandemic Covid-19 (Juditha 2018).  

 

3.2.  Tinjauan Yuridis terhadap Hak atas Kesehatan 

 Dalam literatur Kesehatan, terdapat dua istilah yang dipakai dalam artikulasi 

hak asasi manusia di bidang Kesehatan, yaitu “Hak Asasi atas Kesehatan” atau “hak 

memperoleh derajat kesehatan yang maksimal” (The Right to Attainable Standard to 

Health). Hak asasi atas kesehatan merupakan hak yang krusial demi 

keberlangsungan hidup manusia. Begitu esensialnya kesehatan sehingga dikenal 

sebuah adagium “kesehatan bukan segalagalanya, tetapi tanpa kesehatan 

segalagalanya tidak berarti”. Sebagai hak asasi manusia, maka hak atas kesehatan 

adalah hak yang inheren pada diri manusia karena keberadaannya sebagai manusia, 

yang mana hak tersebut harus dihormati dan dilindungi oleh setiap negara. 

  Jika merujuk kepada Konvensi Internasional dan dokumen hukum 

internasional, ketentuan hak atas kesehatan ditetapkan sebagai bagian dari hak dasar 

(hak fundamental) yang dimiliki oleh setiap individu. Pernyataan tersebut tertulis 

dalam preambule World Health Organization (WHO) Constitution yang berbunyi: 

The enjoyment of the highest attainable standard of health is one of the fundamental 

rights of every human being without distinction or race, religion, political belief, 

economic or social conditions. Dengan begitu hak atas kesehatan sebagai bagian dari 

hak dasar yang dimiliki oleh setiap manusia harus dilindungi, dihormati, dan 
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dipenuhi oleh negara tanpa membedakan etnis, agama, pilihan politik, ekonomi 

maupunn kondisi sosial.  

  Berdasarkan penjelasan tersebut hak atas kesehatan disetujui sebagai "hak 

asasi" oleh masyarakat internasional sejak diadopsinya Konstitusi Organisasi 

Kesehatan Dunia (WHO) pada tahun 1946. Kemudian diafirmasi dalam komentar 

umum dari Komite Hak-hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya terhadap hak atas 

kesehatan yaitu “Health is a fundamental human right indispensable for the exercise 

of other human rights. Berdasarkan statement tersebut kesehatan ditempatkan 

sebagai hak asasi manusia yang memiliki posisi strategis demi terlaksananya hak 

asasi manusia yang lainnya. Maka sudah selayaknya negara memprioritaskan 

perlindungan hak kesehatan warganya terutama terhadap ancaman pandemi 

(COVID-19). 

  Di Indonesia, jaminan yuridis terhadap hak atas kesehatan telah ada sejak 

diberlakukannya Konstitusi Republik Indonesia Serikat (RIS) tahun 1949. Pada 

pasal 40 Konstitusi RIS dijelaskan bahwa “Penguasa senantiasa berusaha dengan 

sungguh-sungguh memajukan kebersihan umum dan kesehatan rakyat”. Setelah 

bentuk negara serikat dikembalikan kepada negara kesatuan dan diberlakukannya 

Konstitusi Undang-undang Dasar Sementara 1950 (UUDS) ketentuan Pasal 40 

Konstitusi RIS tetap diadopsi ke dalam Pasal 42 UUDS 1950. Konsensus hak atas 

kesehatan dikategorikan sebagai hak asasi manusia di Indonesia semakin dipertegas 

setelah masa reformasi. Ketentuan mengenai hak atas kesehatan dimasukan pada 

Bab XA UndangUndang Dasar 1945 tentang hak asasi manusia yaitu pada pasal 28 

H ayat 1 dan ayat 2, serta pada pasal 34 ayat (2) UUD 1945.  

  Ketentuan tersebut diafirmasi lebih lanjut pada Undang-Undang Nomor 36 

Tahun 2009 Tentang Kesehatan, mengisyaratkan bahwa setiap individu, keluarga 

dan semua warga negara berhak memperoleh perlindungan terhadap kesehatannya, 

dan negara bertanggung jawab membuat kebijakan yang berorientasi terhadap 

pemenuhan hak atas kesehatan yang optimal. Pada Pasal 4 Undang-Undang Nomor 

36 tahun 2009 Tentang Kesehatan disebutkan bahwa “Setiap orang berhak atas 

kesehatan. Pasal 5 ayat (1) Setiap orang mempunyai hak yang sama dalam 

memperoleh akses atas sumber daya di bidang kesehatan”. Ayat (2) “Setiap orang 

mempunyai hak dalam memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan 

terjangkau”. Dan Ayat (3) “Setiap orang berhak secara mandiri dan bertanggung 

jawab menentukan sendiri pelayanan kesehatan yang diperlukan bagi dirinya”. 

Secara garis besar jenis-jenis hak asasi atas kesehatan yang dimuat dalam 

Undangundang Nomor 36 Tahun 2009 terdapat pada Pasal 4 sampai dengan Pasal 8 

di antaranya yaitu akses yang mudah terhadap sumber daya di bidang kesehatan, 

pelayanan kesehatan yang terjamin, terjangkau, dan optimal. Hak untuk 
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memutuskan sendiri jenis pelayanan kesehatan yang dibutuhkan, lingkungan yang 

bersih dan sehat, hak untuk memperoleh informasi dan edukasi tentang kesehatan 

yang objektif dan bertanggung jawab. 

  Masyarakat yang bersedia divaksin mengungkapkan bahwa mereka yakin 

vaksinasi dapat melindungi diri, keluarga dan orang lain. Sementara masyarakat 

yang menolak vaksin memiliki keraguan untuk terkait vaksin. Keraguan yang terjadi 

dapat disebabkan oleh keakuratan dari sumber informasi yang diterima. Kelompok 

mahasiswa yang mengakses sumber informasi tentang Vaksinasi Covid-19 dari 

kementerian kesehatan, program televisi, berita, tenaga kesehatan, scientific journals 

dan WHO website memiiki pengetahuan yang lebih baik dibandingkan dengan yang 

mengakses informasi dari social media platforms seperti facebook, instagram, 

whatsApp dan Twitter. Informasi yang akurat dan terpercaya dapat membantu 

individu merencanakan tindakan yang tepat meskipun situasi tampak rentan dengan 

media yang menyajikan informasi yang tidak akurat. Sebaliknya informasi yang 

salah akan menciptakan respon ansietas dan kepanikan yang dapat menghambat 

respon individu dalam mengambil tindakan yang tepat. Pengetahuan yang baik akan 

meningkatkan kesediaan pasien untuk divaksin. Pendidikan kesehatan untuk 

masyarakat yang dilakukan secara komprehensif akan dapat meningkatkan 

pengetahuan, kesediaan divaksin dan penurunan kecemasan.  

  Perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta 

pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum 

berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan atau sebagai kumpulan peraturan 

atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya. Berkaitan dengan 

profesi tenaga kesehatan dalam penanganan Covid-19, berarti hukum memberikan 

perlindungan terhadap hak-hak tenaga kesehatan akibat pandemi Covid-19.   

  Berdasarkan pada Pasal 28 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945 yang menjelaskan bahwa masyarakat Indonesia wajib mendapatkan 

Kesehatan. Kebijakan-kebijakan yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah belum juga 

mengehentikan penyebaran virus Covid-19 yang terjadi di Indonesia. Dengan 

tingkat Pasien Positif Covid yang semakin bertambah setiap  harinya dan Tingkat 

Kematian terhadap penularan virus Covid-19 juga ikut bertambah. Hal tersebut jelas 

menyebabkan masyarakat yang resah dan Pemerintah juga tidak ingin hal tersebut 

terjadi tanpa henti. Dengan begitu, Pemerintah segera mencari solusi ataupun jalan 

keluar selain membuat kebijakan mengenai pembatasan aktivitas masyarakat diluar 

rumah.  

  Perlindungan hukum bagi keselamatan kerja tenaga kesehatan nyaris luput 

dari perhatian, padahal sebagai garda terdepan penanganan pandemi Covid-19 

memiliki resiko kriminal dan kematian. Sebagai profesi yang menjadi garda 
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terdepan penanganan Covid-19, tenaga kesehatan sering kali tidak mendapatkan 

hak-hak yang seharusnya terpenuhi, seperti halnya ketersediaan alat pelindung diri 

(APD). Padahal, pemerintah juga harus memperhatikan keselamatan tenaga 

kesehatan dalam menangani wabah Covid-19 dengan memenuhi ketersediaan APD. 

  Dari bunyi Pasal 57 Undang-Undang Tenaga Kesehatan di atas, maka profesi 

tenaga kesehatan sangat perlu mendapatkan perlindungan hukum dlam 

melaksanakan tugasnya, serta berhak atas keselamatan dan kesehatan kerja dalam 

memberikan pelayanan kesehatan. Namun saat pandemic Covid-19 ini, banyak 

tenaga kesehatan yang harus mengorbankan nyawanya untuk menanggulangi 

penyebaran Covid-19 sampai terpapar dan meninggal. Tak hanya itu, pemerintah 

juga bertanggung jawab dalam menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan bagi para 

tenaga kesehatan untuk menjalankan pekerjaannya. Oleh karenanya, Pemerintah 

Pusat dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas ketersediaan fasilitas 

pelayanan kesehatan dalam rangka mewujudkan derajat kesehatan yang 

setinggitingginya. Hal ini diatur dan tertuang dalam Pasal 6 Peraturan Pemerintah 

Nomor 47 Tahun 2016 tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan.  

 

3.3.  Penegakan Hukum terhadap Pelanggaran Protokol Kesehatan di Masa 

Pandemi Covid-19  

  Dimaknai sebagai pandemi perkembangan virus ini sesuai dengan kondisi di 

lapangan saat ini, di mana virus corona telah melanda sebagian orang diberbagai 

macam daerah dibelahan dunia dengan demikian pesat. Makna kata pandemi sendiri 

berasal dari kata bahasa Yunani “pan”, yang berarti seluruh, serta “demo”, yang 

berarti orang. Istilah pandemi diberlakukan dan dilegalkan sebab penularannya yang 

begitu pesat. Sebutan ini tak mengacu pada kecakapan dan kemampuan maupun 

meningkatnya korban wafat, akan tetapi masa perkembangan serta penyebarannya. 

Kendati demikian, bukan berarti virus corona selalu berujung pada kematian status 

pandemi merupakan wabah sebuah penyakit virus corona yang sudah menggapai 

titik spot kritis, karena menyebar ke sebagian negeri dengan begitu pesat disertai 

tewasnya ribuan orang (Rahadi 2017).  

  Sebagai upaya agar penanganan covid-19 menjadi cepat pemerintah juga 

melalui Peraturan Menteri Kesehatan No 9 tahun 2020 tentang pedoman Pembatasan 

Sosial Berskala Besar (PSBB) sebagai bentuk terusan dari Peraturan Pemerintah No 

21 tahun 2020 tentang PSBB. Dengan dilaksankannya PSBB seluruh kegiatan 

perkantoran dirumahkan. Hal ini dilakukan pemerintah sebagai sebuah strategi untuk 

memutus rantai penyebaran ke wilayah tertentu tentunya dengan lebih dulu melihat 

dan ekonomi sebagai pertimbangan utama. Kebijakan ini tentunya tidak akan 

berhasil apabila tidak ada kontribusi dari masyarakat, sehingga dibutuhkan 
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kesadaran masyrakat untuk mentaati peraturan agar penyebaran covid-19 bisa 

diputus dan melindungi orang-orang dari tertularnya virus ini. Upaya ini dilakukan 

tentunya untuk mencegah dan menangkal keluar masuknya virus dari satu wilayah 

ke wilayah yang lainnya.  

  Diharapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) transisi tahap IV akan 

dilaksanakan 31 Agustus -13 September 2020. PSBB transisi tahap III akan berakhir 

30 Agustus 2020, selajutnya tahap IV akan memperketat penerapan Inpres Nomor 6 

Tahun 2020 di seluruh segmen. Protokol kesehatan yang harus dipatuhi meliputi 

penggunaan masker yang menutup hidung dan mulut hingga dagu jika harus keluar 

rumah atau interaksi dengan orang lain yang tidak diketahui status kesehatannya, 

membersihkan tangan secara teratur, pembatasan interaksi fisik (physical 

distancing), dan meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan Perilaku Hidup 

Bersih dan Sehat (PHBS). Pengawasan bukan hanya diperketat di pintu masuk 

pelabuhan atau bandara, tapi diseluruh segmen terutama terkait penggunaan masker 

bagi masyarakat," katanya. Inpres yang diteken Presiden Jokowi pada 4 Agustus 

2020 itu mengatur soal sanksi bagi pelanggar protokol Kesehatan (Pesulima and 

Hetharie 2020).  

  Sanksi sebagaimana dimaksud berupa, teguran lisan atau tertulis, kerja sosial, 

denda administratif, penghentian atau penutupan sementara penyelenggaraan usaha. 

Sosialisasi dan teguran penggunaan masker sesuai Inpres nomor 6 tahun 2020, 

ditindaklanjuti dengan dasar hukum penegakan disiplin Peraturan Gubernur nomor 

42 dan Peraturan Wali Kota nomor 25 tahun 2020.Kurun waktu tiga hari kedepan, 

seluruh petugas terkait akan melakukan sosialisasi penerapan Inpres nomor 6 tahun 

2020, yang difokuskan di pasar, cafe dan restoran juga perkantoran. Sosialisasi di 

pasar akan dilakukan Disperindag bersama TNI yang juga akan melakukan bakti 

sosial. Sementara petugas Dishub dan satpol PP dalam pengawasan keliling akan 

memantau titik perbatasan, serta kendaraan yang mengangkut penumpang lebih dari 

50 persen kapasitas. Penegakan sanski dilakukan dengan pendekatan tindak pidana 

ringan, setelah melakukan koordinasi dengan pihak Kejaksaan dan Pengadilan. 

  Penerapan kebijakan pencegahan dan pengendalian Covid-19 merupakan 

proses mewujudkan kesadaran tentang kedisplinan dan penegakan hukum protokol 

kesehatan yang tidak mudah untuk dipatuhi. Perilaku tidak normal ditunjukkan oleh 

masyarakat Indonesia. Di tengah pandemi covid 19 di Indonesia yang semakin 

banyak menunjukkan kasus positif, masyarakat seakan tidak takut dan memilih 

untuk berlibur, jalan-jalan ke pusat perbelanjaan, mengadakan tabligh akbar, dan 

kegiatan lain yang dilakukan secara berkerumun. Hal ini tentunya bertolak belakang 

dengan himbauan pemerintah untuk melakukan social distancing dan tetap dirumah 

(Adam and others 2021).  
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  Di beberapa daerah kini banyak diterapkan sanksi bagi warga yang melanggar 

disiplin protokol kesehatan. Bentuk sanksinya pun beragam dari hal yang ringan 

hingga berujung denda pun diberlakukan. Namun, tidak jarang juga beberapa daerah 

sengaja memajang peti mati di pinggir jalan untuk mengingatkan banyak orang 

tentang dampak dari bahayanya penularan Covid-19. Pada dasarnya, Pemerintah 

telah dan selalu menghimbau seluruh masyarakat Indonesia untuk tetap disiplin 

dalam menjaga kesehatan dan menjalankan pola hidup yang sehat. Pemerintah juga 

mengingatkan agar masyarakat tetap melakukan physical distancing dan mengikuti 

berbagai protokol kesehatan demi mencegah penularan Virus Covid-19 ini. 

Pemerintah Pusat melalui Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 

membuat empat strategi untuk menguatkan kebijakan physical distancing sebagai 

strategi dasar demi mengatasi pandemi Virus Corona COVID-19 salah satunya 

penggunaan masker. Masyarakat diwajibkan menggunakan masker saat berada di 

ruang public atau di luar rumah. Diharapkan agar dengan memakai masker maka 

rantai penularan Covid-19 mampu dicegah dan perkembangannya dapat 

diminimalisir bahkan dimusnahkan.  

  Penegakan Hukum Terhadap pelanggaran protokol kesehatan pada masa 

pandemi covid 19 di kota Surabaya dilaksanakan berdasarkan peraturan 

perundangundangan, dengan melakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PKM), 

Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) sebagai bentuk penegakan hukum 

terhadap pelanggaran protokol kesehatan pada masa pandemi covid 19 di Kota 

Surabaya melalui sosialisasi-sosialisasi dalam pencegahan penyebaran virus covid 

19 dan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dengan menerapkan sanksi 

terhadap pelanggar. Namun penegakan hukum terhadap pelanggaran protokol 

kesehatan belum terlaksana dengan baik. Hal ini disebabkan masih terjadinya 

pelanggaran-pelanggaran protokol kesehatan yang dilakukan oleh masyarakat di 

kota Surabaya.  

  Secara umum, sanksi dalam peraturan peraturan perundang-undangan, 

termasuk juga sanksi administratif, biasanya dikaitkan denganatau sebagai 

konsekuensi dari suatu norma yang dirumuskan dalam bentuk larangan, perintah 

(keharusan), atau wajib (kewajiban). Suatu norma yang berisi larangan, perintah 

(keharusan), atau wajib (kewajiban) pada umumnya akan mengalami kesulitan 

dalam penegakannya apabila tidak disertai dengan sanksi (Pesulima and Hetharie 

2020).  

  Di beberapa daerah kini banyak diterapkan sanksi bagi warga yang melanggar 

disiplin protokol kesehatan. Bentuk sanksinya pun beragam dari hal yang ringan 

hingga berujung denda pun diberlakukan. Namun, tidak jarang juga beberapa daerah 
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sengaja memajang peti mati di pinggir jalan untuk mengingatkan banyak orang 

tentang dampak dari bahayanya penularan Covid-19.  

  Pengawasan bukan hanya diperketat di pintu masuk pelabuhan atau bandara, 

tapi diseluruh segmen terutama terkait penggunaan masker bagi masyarakat. Inpres 

yang diteken Presiden Jokowi pada 4 Agustus 2020 itu mengatur soal sanksi bagi 

pelanggar protocol kesehatan. Sanksi sebagaimana dimaksud berupa, teguran lisan 

atau tertulis, kerja sosial, denda administratif, penghentian atau penutupan sementara 

penyelenggaraan usaha. Richard menjelaskan, sosialisasi dan teguran penggunaan 

masker sesuai Inpres nomor 6 tahun 2020, ditindaklanjuti dengan dasar hukum 

penegakan disiplin Peraturan Gubernur nomor 42 dan Peraturan Wali Kota nomor 

25 tahun 2020. Kurun waktu tiga hari kedepan, seluruh petugas terkait akan 

melakukan sosialisasi penerapan Inpres nomor 6 tahun 2020, yang difokuskan di 

pasar, cafe dan restoran juga perkantoran. Sosialisasi di pasar akan dilakukan 

Disperindag bersama TNI yang juga akan melakukan bakti sosial.   

 

3.4.  Pemerintah Indonesia dalam Penanganan Pandemi Covid-19 

  Mahfud MD memaknai politik hukum sebagai legal policy atau garis 

kebijakan resmi dan sah tentang hukum yang akan diberlakukan baik dengan 

pembuatan hukum baru maupun dengan pergantian hukum lama dalam rangka 

mencapai tujuan negara.22 Dalam menentukan hukum yang telah dan akan 

ditetapkan, politik hukum memberikan otoritas legislasi kepada penyelenggara 

negara dengan tetap memperhatikan tujuan negara sebagaimana yang termuat di 

dalam alinea ke-4 UUD 1945. Termasuk juga politik hukum yang harus diterapkan 

Pemerintah dalam penanganan pandemi COVID-19, apakah sudah memenuhi tujuan 

negara atau belum.  

  Dalam upaya mencegah penyebaran Covid-19, Pemerintah Indonesia telah 

membuat politik hukum dengan mengeluarkan berbagai produk hukum, diantaranya:  

1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Penetapan Perppu 1 Tahun 

2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan 

untuk Penanganan Pandemi COVID-19 dan dalam Rangka Ancaman yang 

Membahayakan Perekonomian Nasional atau Stabilitas Sistem Keuangan.   

   UU Nomor 2 Tahun 2020 merupakan pengesahan atau penetapan 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2020 

Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk 

Penanganan Pandemi COVID-19 dan dalam Rangka Ancaman yang 

Membahayakan Perekonomian Nasional atau Stabilitas Sistem Keuangan 

menjadi Undang-undang. Dalam hal ini yang perlu dikaji adalah legal reasoning 
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dan legal necessity dari Perppu Nomor 1 Tahun 2020, apakah Perppu tersebut 

telah memenuhi syarat-syarat untuk diterbitkannya suatu Perppu.  

   Dalam kasus ini keadaan darurat yang dimaksud adalah wabah Corona 

Virus Disease (COVID-19). COVID-19 sebagai pandemi yang bersifat 

extraordinary karena penyebarannya yang masif telah menimbulkan kedaruratan 

kesehatan masyarakat. Pandemi tersebut juga berdampak kepada deselerasi 

pertumbuhan ekonomi nasional, anjloknya penerimaan negara, dan peningkatan 

beban belanja negara. Dengan pertimbangan tersebut Pemerintah menganggap 

perlu diterbitkannya Perppu sebagai upaya untuk melakukan proteksi terhadap 

kondisi perekonomian nasional, dengan fokus utama pada kebijakan keuangan 

negara dan kebijakan stabilitas sistem keuangan. 

2. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial 

Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penangan Corona Virus Disease 

2019 (Covid-19). 

   Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial 

Berskala Besar dalam rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 

(COVID-19) mengatur tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). PSBB 

adalah pembatasan aktivitas tertentu suatu penduduk pada daerah atau kawasan 

yang diduga terinfeksi COVID-19 dengan tujuan untuk mencegah penyebaran 

lebih yang lebih luas yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan atau oleh 

Pemerintah Daerah berdasarkan persetujuan dari Menteri Kesehatan. 

Diterapkannya PSBB maka aktivitas seperti sekolah, tempat kerja diliburkan, 

kegiatan keagamaan dilakukan di rumah masing-masing, dan pembatasan 

aktivitas di tempat umum.  

   Diundangkannya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2020 

Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar sebagai bagian dari pelaksanaan 

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan 

mengundang pertanyaan publik karena secara substansi PP tersebut hanya berisi 

muatan singkat dan beberapa pasal dari PP tersebut hanya copy ulang dari pasal 

yang terdapat pada Undang-undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan 

Kesehatan. PP tersebut hanya merepetisi bahwa kewenangan menetapkan 

karantina kesehatan adalah mutlak ranah Pemerintah Pusat dan mewanti-wanti 

Pemerintah Daerah untuk terlebih dahulu meminta persetujuan kepada Menteri 

Kesehatan sebelum menerapkan PSBB di daerahnya. Sebagaimana yang diatur 

dalam Pasal 11 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan 

Kesehatan bahwa penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan dilaksanakan oleh 

Pemerintah Pusat secara cepat dan tepat dengan memperhatikan skala ancaman 

terhadap kesehatan, ekonomi, sosial, dan keamanan negara. 
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3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang 

Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 

(Covid-19).  

   Ada dua poin penting dalam Keputusan Presiden tersebut yang pertama 

yaitu menetapkan COVID-19 sebagai pandemi yang mengakibatkan kedaruratan 

kesehatan masyarakat. Kedua, menetapkan kedaruratan kesehatan masyarakat 

akibat COVID-19 wajib dilakukan langkah-langkah penanggulangan sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.  

   Masalah dan isu pokok dalam Keputusan Presiden mengenai status 

kedaruratan kesehatan masyarakat yaitu Pemerintah Pusat dinilai terlambat 

mengeluarkan instrumen hukum tersebut. Hal ini dibuktikan terbitnya Keppres 

dan peraturan lainnya setelah beberapa bulan merebaknya pandemi COVID-19 di 

Indonesia. Akibat dari keterlambatan tersebut, baik Pemerintah Pusat maupun 

Pemerintah Daerah mengalami kegagapan dalam mengambil langkah-langkah 

penanggulangan pandemi COVID-19 yang berdampak kepada masifnya 

penyebaran pandemi COVID-19 yang awalnya hanya menjangkit 1 provinsi 

yaitu Jakarta hingga menyebar ke seluruh provinsi yang ada di Indonesia.  

  Sebagaimana yang telah dijelaskan di atas, hak atas kesehatan diakui sebagai 

hak asasi manusia yang harus dilindungi dan dipenuhi oleh negara sesuai dengan 

amanat Konstitusi UUD 1945. Kemudian yang menjadi pertanyaan apakah 

kebijakan pemerintah sudah melindungi hak atas kesehatan warga negara terhadap 

ancaman pandemi COVID-19? Jika kita merujuk kepada data terakhir jumlah kasus 

COVID-19 yang ada di Indonesia sudah tembus 1 juta kasus dengan total kematian 

sebanyak 30.581 kasus. Jumlah tersebut menempatkan Indonesia di peringkat 20 

besar negara dengan kasus corona terbanyak di dunia.  

  Pemerintah terlihat dilemma dalam mengambil kebijakan di antara 

menyelamatkan sector ekonomi atau sector Kesehatan. Kebijakan seperti 

Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) pada awalnya memang cukup efektif 

menekan laju penyebaran COVID-19, terutama di kota besar seperti Jakarta. Sejak 

penerapan PSBB pada tanggal 24 April-22 Mei 2020, dan 24 Mei-4 Juni 2020 

jumlah kasus COVID-19 di Indonesia hanya 18.000 kasus.32 Di sisi lain 

diterapkannya PSBB memberikan dampak negatif kepada sektor ekonomi. 

Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal II-2020 yaitu minus 5,32 % persen.33 

Hal inilah yang membuat pemerintah tidak memperpanjang PSBB meskipun cukup 

efektif di dalam melindungi hak kesehatan rakyat dari pandemi COVID-19. Untuk 

menyelematkan sektor ekonomi pemerintah mengambil kebijakan relaksasi PSBB, 

di mana kegiatan-kegiatan yang sebelumnya dibatasi saat berlangsungnya PSBB 

diperbolehkan kembali.  
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  Dengan adanya lockdown parsial di Jakarta, maka Pemerintah akan lebih 

fokus dalam penanganan virus COVID-19 di Surabaya dan meminimalisir 

penyebaran COVID-19 ke provinsiprovinsi lain. Provinsi-provinsi lain tetap dapat 

melaksanakan aktivitas seperti biasa dengan menerapkan protokol kesehatan sebagai 

langkah mitigasi. Mengenai persoalan ekonomi, dengan hanya Surabaya yang di 

lockdown, roda perekonomian di 33 provinsi lain akan tetap berjalan normal, 

tentunya provinsi lain maupun Pemerintah Pusat perlu saling bekerjasama untuk 

membantu perekonomian Jakarta yang terkena lockdown. 

  Terhadap ancaman masuknya virus dari negara lain, pemerintah dapat meniru 

Selandia Baru yang menutup semua akses perjalanan baik bandara, pelabuhan 

maupun perbatasan, serta melarang warga negara asing masuk ke Selandia Baru. 

Namun apa daya kurang sigapnya Pemerintah Indonesia menyebabkan COVID-19 

di Indonesia yang awalnya hanya di Jakarta sekarang sudah menyebar ke seluruh 

provinsi Indonesia. Pemerintah menjadi dilema dalam membuat kebijakan apakah 

melindungi hak kesehatan atau perekonomian negara. Pemerintah berusaha untuk 

mencari titik balance akan tetapi realitanya ada yang harus dikorbankan. Meskipun 

Pemerintah berusaha untuk menerapkan physical distancing dan pola kehidupan new 

normal namun pada faktanya hal tersebut tidak efektif. Total kasus Covid-19 di 

Indonesia merupakan kasus paling banyak di Asia Tenggara.  

  Vaksinasi massal juga harus di-support oleh sumber daya yang kuat, peraturan 

yang jelas dan tidak tumpang tindih, koordinasi dan komunikasi yang baik antara 

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, sumber dana untuk kebijakan vaksinasi 

massal yang gratis, sarana dan prasarana yang mendukung manajemen persediaan 

vaksin yang optimal mulai dari proses produksi, distribusi hingga proses 

penyuntikan vaksin ke masyarakat. Untuk menjamin akuntabilitas pelaksanaan 

vaksinisasi perlu adanya pengawasan vaksinasi massal di seluruh daerah terhadap 

penyediaan vaksin, kualitas vaksin, penggunaan anggaran, serta pengawasan 

terhadap risiko kesehatan yang ditimbulkan akibat pemberian vaksin. Hal ini 

dikarenakan efek vaksin yang mungkin dirasakan oleh setiap orang berbeda-beda. 
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BAB IV 

PENUTUP  

 

 

4.1.   Kesimpulan  

  Berdasarkan pembahasan yang telah dijabarkan pada bab sebelumnya, maka 

dapat ditarik kesimpulan bahwa :  

1. Dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2021 

tentang Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona 

Virus Disease 2019 (Covid-19) ini menetapkan bahwa masyarakat diwajibkan 

melaksanakan Vaksinasi covid-19. Dan berdasarkan Pasal 14 Undang-Undang 

Nomor 4 Tahun 1984 menjelaskan “Barang siapa dengan sengaja menghalangi 

pelaksanaan penanggulangan wabah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang 

ini, diancam dengan pidana penjara selama-lamanya 1 (satu) tahun dan denda 

setinggi-tingginya Rp. 1.000.000 (Satu Juta Rupiah). 

 

4.2.  Saran  

1. Dengan melihat banyaknya pro dan kontra yang terjadi di Masyarakat maka akan 

lebih baik jika Pemerintah lebih giat dalam pemberian Penyuluhan maupun 

Informasi yang sesuai mengenai Vaksinasi Covid-19. Namun, pemberian vaksin 

pada masyarakat tidak langsung menghindarkan masyarakat pada virus covid-19, 

tetapi hanya sebagai imun tubuh. Maka, tetap terdapat kemungkinan akan 

terkenanya virus covid-19. Perbedaan dari pemberian vaksin yaitu jika terjangkit 

virus covid-19 tidak separah semestinya dan tidak menjadi sumber penularan 

setelah sembuh dari covid-19. 

2. Dengan melihat banyaknya pro dan kontra yang terjadi di Masyarakat mengenai 

pelaksanaan vaksinasi dikarenakan adanya penyebaran berita ataupun informasi 

yang tidak benar atau disebut dengan HOAX. Maka sebaiknya pemerintah juga 

melakukan pengawasan dalam penyebaran HOAX atas Vaksinasi Covid-19. 

Dengan adanya penyebaran HOAX yang terjadi, masyarakat menjadi ragu untuk 

melaksanakan Vaksin. Masyarakat merasa ragu atas kepastian zat yang 

terkandung dalam Vaksin dapat menyembuhkannya atau menyakiti badannya. 

Hal tersebut juga dikarenakan kurangnya informasi yang tepat mengenai 

vaksinasi dan juga dikarenakan adanya pemberitaan palsu mengenai Vaksinasi.  
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